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ABSTRAK

Nama : Budi Widuro
Program Studi : Hukum (Sarjana Reguler)
Judul : Tinjauan  Terhadap Dugaan Praktik Anti

Persaingan Pada Tender Pengadaan Sarana dan
Prasarana  Program Konversi Energi Minyak
Tanah Ke LPG (Studi Kasus : Perkara
No.41/KPPU-L/2010)

Pada Skripsi ini akan dibahas tentang persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli
yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, dimana penulis menitikberatkan
persekongkolan tender sebagai bahan kajian utama. Selain itu, penulis membahas mengenai
tender (pengadaan barang dan jasa) yang diadakan pada ruang lingkup pengadaan barang dan
jasa di pemerintahan Dalam hal ini, penulis mengambil contoh kasus yang terjadi dalam
tender pengadaan sarana dan prasarana program konversi energi minyak tanah ke LPG di
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang diputus secara sah melanggar ketentuan
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU). Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan melihat mengenai praktik
persekongkolan tender dalam kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia. Penulis juga
melihat permasalahan dalam hal bagaimana pembuktian KPPU dalam penerapan ketentuan
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU Perkara Nomor
41/KPPU-L/2010 ditinjau dari Undang-Undang Persaingan Usaha dapat dikatakan telah
sesuai dengan hukum persaingan usaha.

Kata kunci :

KPPU, Tender, Persekongkolan
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ABSTRACT

Name : Budi Widuro
Study Program : Law (Regular Bachelor)
Title : Analysis on Allegation of Anti Business Competition

Practice in Procurement for Energy Conversion
Program from Oil to Liquefied Petroleum Gas
Facility and Infra Structure (Case Study: case
number 41/KPPU-L/2010)

This thesis explores practices of unhealthy business competition and monopoly regulated by
Law Number 5 and the year of 1999 by highlighting the case of Abuse of Tender Regulation
as the main assessment. Included in the study is the case of Procurement Procedure for the
government institutions. Case studies among others, tendering process for construction and
procurement in the Directorate General of Oil and Gas in the Conversion Program from Oil
to Natural Gas which was pleaded as unlawfully against the article 22 Law number 5 and the
year of 1999 by Regulatory Commission for Business Competition ( KPPU ). Normative
Research Method is adapted by focusing on practices of tender conspiracy within the frame
of law of business competition in Indonesia. Problem of vindication in court by KPPU and in
applying the Regulation of Article 22 Law Number 5 the year of 1999 in the decision by
KPPU is in fact, in accordance with the Business Competition Regulation in Indonesia.

Keywords:

KPPU, Procurement, Conspiracy

Universitas Indonesia

Tinjauan terhadap ..., Budi Widuro, FH Ul, 2012



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...t [
HALAMAN PENGESAHAN ORISINALITAS ... i
LEMBAR PENGESAHAN ... ii
KATA PENGANTAR .o \Y%
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ........ooiiiiiiiii e vii
ABSTRAK.......coocvi o uatll. S, .. S W .ccovcev e viii
ABSTRACT .....q. /... U ... ... S . B . ..ccocneenneienen IX
DAFTAR IS | . N ... B A O . ................... X
DAFTARME AEEEEN . "~ V... ... e . o ......... Xiii
DAFT AR T e L L . Xiv

BAB | PENDAHULUAN

1.1t Bl iy ........ ... ... ... ... 1
WA EIEUET R RN B S WSS 6
1.3 LUt ®englitian........ M. ... .0 N0 W . el 6
1.4. " GEREFOperasional . R ...... S ... S0 ................... NOSEE. .. 7
1.5. Metodologi Penelitian ... s R e 9
1.6. SisteMatilfa BerTISANS. men’ ANEE_G W . 11

BAB Il KEBIJAKAN PROGRAM KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG
DAN TINJAUAN TERHADAP HUKUM PERSAINGAN USAHA
SECARA UMUM DAN PERSEKONGKOLAN TENDER SECARA
KHUSUS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

2.1. Tinjauan Umum Terhadap Kebijakan Program Konversi Energi Minyak
Tanah Ke LPG di Indonesia

2.1.2. Latar Belakang dan Manfaat Konversi ENergi ..........ccccoovvciiniciinnnnnns 14
2.1.3. Tujuan Serta Visi dan Misi Konversi ENergi ..........c.cccceeevvvevveveiicieennns 18
2.1.4. InStrumen KebijaKan ..........cccooeiiiiiiiiiieiee e 19
2.1.5. Instrumen Kelembagaan............coeiiiiiiiiiieieseseseseseee e 21
2.1.6. Kegiatan Pendampingan Oleh Kementerian ESDM ...........c.ccccovviviieenen. 22

2.2. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Menurut
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

2.2.1. Tujuan Hukum Persaingan Usaha ............cccccoeiiiiiiiiiiccic e 23

Universitas Indonesia

Tinjauan terhadap ..., Budi Widuro, FH Ul, 2012



2.2.2 Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Praktik
Persaingan yang Dilarang...........cccoceiiveieiieiiene s 25

2.2.3. Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha ............ccccooeveiincicninnnnns 28
2.2.4. Peran KPPU sebagai Penegak Hukum Persaingan Usaha
2.2.4.1. Kedudukan KPPU sebagai Institusi Penegak Hukum

PersainganUsahna ...........ccoviieiiiiiii e 30
2.2.4.2. Tugas dan WEWENANG .........ccouereerueaieriesieaieseesieseesreeseessaesseeeens 30
2.1.1.30 SANKSI 1.ttt 32

2.3. Tinjauan Terhadap Ketentuan Mengenai Persekongkolan Tender Dalam
Perspektif Hukum Persaingan Usaha

2.3.1. Pengertian Mengenai Persekongkolan Usaha ...........ccocienciiiiiciiinnnns 34
2.3.2. Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999
2.3.2.1. Pengertian Persekongkolan Tender ..........cccoueieieiiiieneniencnnnn 35
2.3.2.2. Unsur-Unsur Persekongkolan Tender .........ccccoeveiieieenesneinenns 36
2.3.2.3. Jenis Persekongkolan Tender ...........ccceeveiiimimeseeseesessiesneeseneens 39
2.3.2.4. Indikasi Terjadinya Persekongkolan Tender..........ccccvveviernncne. 42
2.3.2.5. Pendekatan Rule of Reason Dalam Persekongkolan Tender......... 49
2.3.2.6. Sanksi dalam Perkara Persekongkolan Tender ........c.cccccevvennnnne 50
2.3.3. Statistik Penanganan Perkara Persekongkolan Tender di KPPU .............. 51

2.4. Ketentuan Umum Mengenai Tender Pengadaan Barang dan Jasa Menurut
Keppres Nomor 80 Tahun 2003

2.4.1. Ruang lingkup dan Istilah Pengertian............cc..cooooiieiiniiie s 54
2.4.2 Maisamaisla "Myl . o ... 56
2.4.3 Fuliisi PR .. S - — . W........... 56
2.4.4. Prakualifikasi dan Pascakualifikasi ..........cccovoiiaimneesessnnnnnene e 58
2.4.5. Sistem Pengadaan Barang/Jasa..........c...cccuveiieiieiiiiiieie e 58

BAB 11l ANALISA PEMBUKTIAN ATAS DUGAAN PRAKTIK ANTI
PERSAINGAN PADA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
PROGRAM KONVERSI ENERGI (PERKARA NO:41/KPPU-
L/2010)PENDAHULUAN

3.1, KASUS POSISI...veiieieeiiet ettt 61
3.1.1. Para Pihak yang Berperkara ...........c.ccocueueieieiene s 66
3.1.2. Dugaan Pelanggaran dan Putusan KPPU ..........c.ccocviiiiiiniinencnescseins 67

3.2. Analisis Terhadap Pembuktian KPPU Mengenai Penerapan Pasal 22 UU
No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU dalam Memutus Perkara Persekongkolan
Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi..........ccccoeeveiiveeinnnne 68
Xi
Universitas Indonesia

Tinjauan terhadap ..., Budi Widuro, FH Ul, 2012



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPUIAN......oiiieice ettt re e nee e 92
Y | - L0 F PRSPPI 93
DAFTAR PUSTAKA Lottt 94
LAMPIRAN

Xii

Universitas Indonesia

Tinjauan terhadap ..., Budi Widuro, FH Ul, 2012



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Grafik Penyaluran Subsidi Bahan Bakar Minyak Tanah Terhadap

Komponen Lain dalam APBN Tahun 2005 ..........cccoceviieienencneneeen 16
Bagan 2.2. Persekongkolan Tender Secara Horizontal..............ccccocooveiiieiiciecen, 39
Bagan 2.3. Persekongkolan Tender Secara Vertikal..............cccooveviiiiiieiiciicieen, 40

Bagan 2.4. Persekongkolan Tender Secara Horizontal dan Vertikal (Gabungan).....41

xiii
Universitas Indonesia

Tinjauan terhadap ..., Budi Widuro, FH Ul, 2012



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbandingan Keuntungan Konsumen MITAN dan LPG .........c.cccce.... 3
Tabel 1.2. Target Realisasi Program Konversi ENergi .........cccccvvevveveiieiecieseene. 4
Tabel 2.1. Penanganan Perkara di KPPU ..o 52
Tabel 3.1. Nilai Pengadaan Setiap Paket Tender ..........cccoocvvvvieiiiiiniienececee 63
Tabel 3.2. Calon Pemenang Dalam Setiap Paket Tender ...........ccccocceviveveiiieieennns 65
Tabel 3.3. Prosentase Persamaan Harga Satuan dan Jumlah Biaya antara Calon
Pemenang di Setiap Paket ............cieiiiiiiniinesi e 72
Tabel 3.4.Putusan KPPU terhadap Fakta Terkait Adanya Kesamaan
HERESEL VRS .- ... R ... 73
Tabel 3.5.Putusan KPPU terhadap Fakta Terkait Adanya Kesamaan Dokumen
Penawaran dan/atau Kesamaan Kesalahan Pengetikan ...........c............ 79

Tabel 3.6. Putusan KPPU terhadap Fakta Terkait Adanya Tindakan Panitia yang
Tidak Mengindahkan Adanya Kesamaan Dokumen dan Kesalahan
RSN ... S, . DO . ..., N .. O, . .. 88

Xiv
Universitas Indonesia

Tinjauan terhadap ..., Budi Widuro, FH Ul, 2012



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, ketersediaan Bahan Bakar Minyak (“BBM”) merupakan
suatu bentuk kewajiban bagi pemerintah untuk dilaksanakan. Kewajiban tersebut
diamanatkan dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002

tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatakan bahwa:

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian
Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai
hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. *

Dari ketentuan tersebut, maka diketahui bahwa Pemerintah Indonesia
harus senantiasa mengupayakan untuk menjamin Kketersediaan bahan bakar
Minyak tersebut. Oleh karenanya, pada setiap tahun selalu terdapat angka yang
cukup besar pada jumlah dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (“APBN”) guna menjamin ketersediaan BBM di Indonesia.
Pemerintah Indonesia sejak tahun 2004 telah menganggarkan dana yang sangat
besar dalam APBN dengan nilai sekitar Rp.70 Triliun guna mensubsidi BBM?
yang terdiri dari Minyak Tanah, premium dan solar. Dari ketiga jenis bahan bakar
ini, Minyak Tanah adalah jenis bahan bakar yang mendapat subsidi terbesar,
karena terhitung lebih dari 50% anggaran BBM disalurkan untuk mensubsidi

Minyak Tanah.® Hingga saat ini anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk

! Indonesia, Minyak dan Gas Bumi, No.22 Tahun 2001, LN No0.136 Tahun 2001, TLN
No. 4152, Pasal 8 ayat (2).

% Subsidi Bahan Bakar Minyak merupakan pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah
Indonesia kepada Pertamina (selaku pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia)
dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM adalah
lebih rendah dibandingkan biaya yang harus dikeluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut.
Hanan Nugroho, Apakah Persoalannya pada Subsidi BBM, (http://www.bappenas.go.id/get-file-
server/node/8502/ diunduh pada tanggal 23 September 2011 pukul 05:09 WIB) hal.2.

® Astari Adityawati, “Analisis Jumlah Permintaan Minyak Tanah Berkaitan Dengan

Kebijakan Pemerintah Dalam Penghematan APBN Melalui Kebijakan Konversi Penggunaan
Minyak Tanah Ke LPG”, (Skripsi Universitas Indonesia: Depok, 2008) hal. 55.
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subsidi BBM semakin tinggi bersamaan dengan meningkatnya harga Minyak
dunia.*

Guna mengatasi kenaikan nilai APBN dalam mensubsidi BBM tersebut,
Pemerintah Indonesia pada tahun 2006 mencoba menerapkan Kebijakan
Reformasi Energi Nasional, antara lain melalui diversifikasi energi untuk
mengurangi ketergantungan terhadap BBM.® Dimana salah satu kebijakan
pemerintah pada saat itu adalah program konversi Minyak Tanah (“MITAN”) ke
Liquefied Petroleum Gas (“LPG™).® Jusuf Kalla yang menjadi Wakil Presiden
pada saat itu memulai program konversi MITAN ke LPG melalui Surat Wakil
Presiden RI No. 20/WP/9/2006, tanggal 01 September 2006. Dengan ketetapan
tersebut menjadi landasan awal dari program konversi MITAN ke LPG di
Indonesia. Konversi ini pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk menghemat
APBN yang digunakan untuk subsidi BBM.

Terbukti dalam rentang periode 2007 hingga 2010, program konversi
Minyak Tanah ke LPG telah menghemat subsidi BBM dalam APBN sebesar
Rp.26,63 triliun’ dan secara netto diperkirakan telah berhasil melakukan
penghematan subsidi energi sebesar Rp.14,38 triliun.® Penurunan angka
penggunaan Anggaran Pemerintah untuk subsidi BBM tersebut disebabkan oleh
faktor biaya produksi daripada LPG yang dinilai lebih murah daripada biaya
produksi MITAN. Diketahui biaya produksi MITAN tanpa subsidi adalah sekitar
Rp 6.700/liter dan jika dengan subsidi adalah Rp 2.500/liter, sedangkan untuk

* Terhitung untuk tahun 2010 subsidi BBM dalam APBN 2010 sebesar Rp 89,29 triliun
dan untuk tahun 2011 besarnya subsidi BBM dalam APBN sebesar Rp 109,1 triliun
(http://finance.detik.com/read/2010/04/28/180758/1347310/4/subsidi-bbm-apbn-2010-ditambah-
rp-1981-triliun diakses pada tanggal 23 September 2011 pada pukul 02:12 WIB).

* Ibid.,

® Liquefied Petroleum Gas (LPG), merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak
(Kilang BBM) dan Kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propana (C3H8) dan butana
(C4H10) lebih kurang 99 % dan selebihnya adalah gas pentana (C5H12) yang dicairkan.
(http://gasdom.pertamina.com/fag.aspx diakses pada tanggal 23 September Tahun 2011 pukul
00:18 WIB).

" IESR Indonesia (http://www.iesr-indonesia.org/2011/04/perlu-ada-strategi-makro-
untuk-lanjutkan-program-konversi-mitan/ diakses pada tanggal 23 September 2011 pukul 00:47).

®http://economy.okezone.com/read/2011/01/27/320/418484/pemerintah-lanjutkan-
program-konversi-Ipg-hingga-akhir-tahun (diakses pada tanggal 23 September 2011 pukul 00:47).
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satuan setara MITAN, biaya produksi LPG tanpa subsidi adalah Rp 4.200/liter
sedangkan LPG dengan subsidi adalah Rp 2.500/liter.’

Selain daripada sisi penghematan anggaran belanja pemerintah tersebut,
konversi MITAN ke LPG juga membawa dampak positif terhadap masyarakat
sebagai konsumen. Penggunaan LPG dinilai secara ekonomis lebih
menguntungkan daripada penggunaan MITAN. Dimana hal tersebut dapat dilihat

dari tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Perbandingan Keuntungan Konsumen

Produk Harga Volume Biaya Pemakaian | Biaya
Satuan Pemakaian | untuk 8 hari Pemakaian
untuk 8 Sebulan (30
hari hari)
MITAN Rp.2500/1tr | 8 liter Rp.20.000 Rp.75.000
LPG 3 Kg Rp.4250/kg | 3kg Rp.12.750 Rp.51.000
Penghematan Rp.7250 Rp.24.000

(sumber:http://gasdom.pertamina.com/produk_dan_services_elpiji_konversi.aspx)

Dari tabel perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan LPG
(tabung 3kg) dalam pemakaian satu bulan, jauh lebih hemat dibandingkan
penggunaan Minyak Tanah dalam rasio waktu yang sama. Berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tersebut Pemerintah terus melakukan perbaikan dan
pelaksanaan program konversi MITAN ke LPG.

Tercatat, sejak digulirkannya Program Konversi MITAN ke LPG tahun
2007 lalu hingga kini tercatat Pemerintah cq. PT Pertamina (Persero) telah
mendistribusikan paket perdana LPG 3 Kg sebanyak 47.617.533 paket dengan
perincian, 44.930.280 paket disalurkan untuk rumah tangga dan sisanya sebanyak
2.687.253 untuk pelaku usaha mikro.’® Adapun rencana program konversi yang
menjadi target realisasi untuk periode tahun 2007 hingga 2012 dapat dilihat dalam

tabel berikut ini:

*http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/4011-konversi-minyak-tanah-ke-Ipg-
menggerakkan-perekonomian-menghemat-energi.html (diakses pada tanggal 2 September 2011
pukul 10:47).

10 http://www.tambangnews.com/berita/nasional/827-program-konversi-mitan-ke-Ipg-
hemat-anggaran-negara-hingga-rp-2521-triliun-.html (diakses pada tanggal 23 September 2011
pukul 06:26 WIB).
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Tabel. 1.2 Target Realisasi Program Konversi

Tahun Target KK Volume (MT) Wilayah

2007 6.000.000 64.390.018 Jawa-Bali & Palembang

Medan-Pekanbaru,Sumsel,

2008 9.000.000 1.171.019,93 Jawa-Bali, Balikpapan,
Makasar

2009 14.020.000 2.727.963,63 Seluruh Jawa - Bali

2010 4.500.000 3.836.323,63 Luar Jawa

2011 4.000.000 4.374.915,97 Luar Jawa

2012 4.000.000 4.918.742,80 Luar Jawa

(sumber: http://eprints.undip.ac.id/990/1/Kulum_Alvin_Lie_2009.pdf )

Dalam rangka merealisasikan program konversi energi MITAN ke LPG
tersebut pemerintah melalui kementrian ESDM selaku pihak yang bertindak
sebagai Koordinator Program dan bertugas melaksanakan sosialisasi, pengawasan
dan verifikasi atas penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg,** membuka bentuk
kerja sama ke pihak swasta melalui media penyelenggaraan tender dalam
pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam konversi energi MITAN ke
LPG tersebut.

Adapun perangkat peraturan yang berlaku dalam kegiatan tender
pengadaan barang/jasa pada ruang lingkup Pemerintah mengacu pada Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa
Pemerintah berikut perubahannya (sampai pada perubahan ketujuh, Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2007) dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam suatu kegiatan
Tender disebabkan karena, pada praktiknya dalam suatu pengadaan barang/jasa
seringkali ditemukan praktik persekongkolan tender.

1 hitp://www.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/4011-konversi-minyak-tanah-ke-Ipg-

menggerakkan-perekonomian-menghemat-energi.html (diakses pada tanggal 23 September 2011
pada pukul 06:42 WIB).
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Sebagai gambaran umum pada tahun 2010 terdapat 145 laporan

persekongkolan tender dalam suatu pengadaan barang dan jasa.'?

Maraknya
praktik persekongkolan tender ini juga sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa
di lingkup pemerintah dan hal ini memberikan gambaran buruk mengenai
pengadaan barang/jasa pemerintah. Padahal pengadaan barang/jasa di lingkup
pemerintah dituntut untuk dapat menghasilkan penawaran terbaik, baik dalam segi
kualitas maupun harga, karena dituntut oleh efisiensi penggunaan dana APBN
yang sangat terbatas.

Sehubungan dengan hal tersebut KPPU pada tahun 2010 mendapatkan
laporan atas dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat yang terjadi pada
pengadaan jasa konsultansi sarana dan prasarana konversi energi di Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi.'* Adapun pengadaan sarana dan prasarana
konversi energi yang dimaksud dalam laporan tersebut merupakan salah satu
kegiatan pelaksanaan dari program konversi energi dari MITAN ke LPG yang
telah dipaparkan diatas. Atas laporan tersebut KPPU kemudian menindaklanjuti
dengan melakukan pemeriksaan terhadap tender sarana dan prasarana (jasa
konsultansi) konversi energi di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut pada tanggal 19 Mei tahun
2011, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Majelis KPPU memutus
bersalah kepada 10 (sepuluh) pihak, yang terdiri dari 9 (Sembilan pelaku usaha)
dan 1 (satu) panitia pengadaan barang/jasa telah melakukan persekongkolan
tender. KPPU menilai tender pengadaan sarana dan prasarana konversi Energi
yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tersebut telah
dilakukan dengan tidak searah dengan tujuan dari pengadaan barang/jasa dan
prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh
dan membahas mengenai persekongkolan tender sebagai suatu bentuk dari praktik
anti persaingan usaha dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini guna
memberikan gambaran  deskriptif Penulis akan mengangkat perkara

12 http:/www.kppu.go.id/id/perkara/statistik-perkara/ (diakses pada tanggal 27 September
2011 pada pukul 06:42 WIB).

13 pytusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2010KPPU.

Universitas Indonesia

Tinjauan terhadap ..., Budi Widuro, FH Ul, 2012



persekongkolan tender dalam pengadaan sarana dan konversi energi tersebut
dalam skripsi penulis yang berjudul “Tinjauan Terhadap Dugaan Praktik Anti
Persaingan Pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Program
Konveri Energi Minyak Tanah Ke LPG (Studi Kasus: Perkara No.41/KPPU-
L/2010)”.

1.2. Pokok Permasalahan

Pokok-pokok masalah hukum yang ada, berada dalam ruang lingkup
persaingan usaha. Dimana hukum persaingan usaha pada dasarnya menghendaki
iklim usaha yang kondusif dan adil bagi semua pihak yang ingin melakukan usaha
melalui persaingan sehat, akan tetapi pada kenyataannya praktik-praktik anti
persaingan masih sering ditemukan dalam persaingan di Indonesia. Adapun
permasalahan yang menjadi dasar bagi penulis untuk membahas topik di dalam
penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Barang
dan Jasa diatur dalam Hukum Persaingan Usaha yang berlaku di
Indonesia?

2. Bagaimana Pembuktian Majelis KPPU terhadap perkara
persekongkolan tender pada tender pengadaan sarana dan prasarana
program konversi energi Minyak Tanah ke LPG di Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang diputuskan dalam perkara
No.41/KPPU-L/2010?

1.3. Tujuan Penelitian
1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum memaparkan mengenai ruang lingkup
persekongkolan tender sebagai bentuk dari praktik persaingan usaha tidak sehat
yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu Penelitian ini
akan memaparkan tentang pelaksanaan kegiatan Tender dalam pengadaan
barang/jasa dalam lingkup pemerintahan yang ditinjau dari Keppres 80 Tahun

2003 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah berikut dengan perubahannya.
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Dalam Penelitian ini Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor Perkara : 41/KPPU-L/2010 tentang Tender Sarana dan Prasarana Konversi
Energi akan menjadi objek kajian dari Penelitian ini, sehingga diharapkan akan
memberikan gambaran deskriptif mengenai bentuk dari praktik persaingan usaha
yang tidak sehat pada tender pengadaan barang/jasa serta menambah wawasan

serta pengetahuan masyarakat mengenai pengetahuan hukum persaingan usaha.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk  mengetahui  secara  komprehensif  mengenai  praktik
persekongkolan tender diatur dalam hukum persaingan usaha yang
berlaku di Indonesia;

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Pembuktian Majelis
KPPU dalam melihat dan menanggapi permasalahan pada tender
pengadaan sarana dan prasarana program konversi tersebut dan
mencoba menelaah dari putusan KPPU yang telah ditetapkan atas

perkara tersebut.

1.4. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-
konsep khusus yang akan diteliti.** Berikut merupakan beberapa definisi yang
dapat penulis berikan dalam penelitian ini:

1. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha
dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan
atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum
atau menghambat persaingan usaha.’®

2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum

Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui

1 Sri Mamudiji et. al., Metode Penulisan dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

> Indonesia, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-
Undang No.5 Tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, TLN No. 3817, Pasal 1 angka 6.
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perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi.'®

3. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah komisi yang
dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat.'’

4. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang
dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud
untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha
yang bersekongkol.*®

5. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud,
baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku
usaha.™

6. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh
konsumen atau pelaku usaha.?’

7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang
dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.**

8. Pengguna Barang/Jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin
proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat
yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab
atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit
kerja/proyek tertentu.?

'1bid., Pasal 1 angka (5).
Y1bid., Pasal 1 angka (18).
8bid., Pasal 1 angka (8).
Y\bid., Pasal 1 angka (16).
“)bid., Pasal 1 angka (17).

! presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keppres Nomor 80 Tahun 2003, pasal 1 angka 1
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1.5. Metodologi Penelitian

Suatu metode penelitian dalam suatu proses penyusunan penelitian
merupakan suatu persyaratan penting guna menjawab permasalahan yang timbul
dari latar belakang masalah. Penelitian skripsi ini membutuhkan suatu metode
penelitian guna memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang timbul.
Metode penelitian berfungsi untuk memberikan landasan dan mengarahkan
penelitian ini.

Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis — normatif dimana
penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-
undangan, dimana dalam hal ini “penulis mengarahkan penelitian pada hukum
positif dan norma tertulis”.?® Penulis dalam penelitian ini akan meneliti dan
mengkaji aspek-aspek yuridis terkait Persekongkolan Tender dalam pengadaan
barang/jasa yang terjadi di lingkungan pada tender pengadaan sarana dan
prasarana program konversi energi Minyak Tanah ke LPG di Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Selain itu penelitian ini bersifat juga deskriptif dimana penulis
“menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok
tertentu, atau menentukan frekuensi suatu gejala”.”* Penelitian yang bersifat
deskriptif pada dasarnya digunakan apabila informasi yang dibutuhkan mengenai
suatu permasalahan telah tersedia, namun dalam hal ini informasi tersebut belum
cukup diuraikan dengan detail, maka dari itu penulis mengadakan penelitian untuk
menguraikan informasi yang tersedia secara lebih terperinci. Penelitian deskriptif
tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan
tentang suatu keadaan secara apa adanya.

Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian akan menggunakan data
sekunder, yaitu data yang didapatkan dari kepustakaan dengan cara membaca
peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, artikel, atau bahan-bahan

lain yang berhubungan dengan penelitian yang dapat membantu penulis dalam

% |bid., pasal 1 angka (2)
2 Sri Mamudii, et. al., Metode Penulisandan Penulisan Hukum,hal. 10.

#Sperjono Soekanto, Pengantar Penulisan Hukum (Jakarta: Ul-Press, 2008), hal. 10
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melakukan penelitian. Untuk menunjang keakuratan dalam penelitian, penulis
juga menggunakan data primer yang didapatkan dengan melakukan wawancara
kepada narasumber yang merupakan ahli dalam hukum persaingan usaha, yaitu
pihak KPPU.
Berikut bahan hukum penelitian yang akan digunakan penulis:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan,
yurisprudensi dan hasil konvensi. Dengan mana merupakan bahan
utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti. Bahan Primer yang digunakan dalam
penelitian ini, adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah berikut
perubahannya, Putusan KPPU dan Mahkamah Agung terkait praktik
persekongkolan tender, serta peraturan perundang-undangan lain yang
terkait.
2. Bahan Hukum Sekunder
bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer berupa buku-buku, artikel, makalah serta data-data lainnya
yang mendukung penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini
yaitu buku-buku, artikel-artikel,tesis,skripsi dan data internet yang
mencakup mengenai hukum persaingan usaha.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Meliputi kamus, bibliografi, buku tahunan, buku petunjuk,
indeks, dan lain-lain. Penulis menggunakan kamus Bahasa Indonesia,
dan kamus Bahasa Asing lain sebagai pedoman dalam penyusunan
skripsi ini.
Untuk alat pengumpulan data, penelitian ini akan menggunakan studi

dokumen sebagai alat pengumpulan data, dimana “studi dokumen dipergunakan
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untuk mencari data sekunder”.® Studi dokumen ini bertujuan untuk mempelajari
pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai persekongkolan tender di Indonesia
dari berbagai literatur yang ada. Dalam studi dokumen, Penulis berusaha
menghimpun sebanyak mungkin berbagai informasi yang berhubungan dengan
ruang lingkup persaingan usaha tidak sehat dan persekongkolan tender pada

Khususnya.

Di samping pengumpulan data bentuk studi dokumen, Penulis juga
melakukan kegiatan wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi
verbal dengan tujuan mendapatkan informasi, guna mendapatkan gambaran yang
menyeluruh, terutama informasi penting berkaitan dengan pokok permasalahan
dalam penelitian ini.?® Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan
KPPU selaku pihak yang memiliki kompetensi dalam lingkup penegakan terhadap
persaingan usaha tidak sehat dan konsultan hukum yang membidangi hukum
persaingan usaha.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif yang “menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang
dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan,
dan perilaku nyata”.?’ Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya, sifat

dan bentuk laporan yang disajikan bersifat deskriptif dan analitis.

1.6. Sistematika Penulisan

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu
sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan
pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang

penulis susun adalah sebagai berikut:

% Sri Mamudii, et. al., Metode Penulisan dan Penulisan Hukum,hal. 6

2pid.,hal. 67.

“"Ibid.

Universitas Indonesia

Tinjauan terhadap ..., Budi Widuro, FH Ul, 2012



12

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang yang berisi tentang situasi dan kondisi yang
menjadi pemicu dari disusunnya penelitian skripsi ini, dalam hal ini memuat
berbagai alasan yang mendasari disusunnya penelitian, dan hal-hal yang telah
diketahui dan belum diketahui penulis berkaitan dengan judul penelitian ini. Bab |
juga memuat pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan

penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab 2 : Kebijakan Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG dan Tinjauan
Terhadap Hukum Persaingan Usaha Secara Umum dan
Persekongkolan Tender Secara Khusus Menurut Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kebijakan atas konversi Minyak
Tanah ke Liquified Petroleum Gas di Indonesia secara umum dan pembahasan
singkat mengenai lingkup hukum persaingan usaha di Indonesia secara umum
serta tinjauan secara khusus terhadap praktik persekongkolan tender menurut
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu juga akan dibahas secara singkat
mengenai pengadaan barang/jasa di lingkup Pemerintah menurut Keputusan

Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.

Bab 3 : Analisa Pembuktian Atas Dugaan Praktik Anti Persaingan Pada
Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Konversi Energi
(Perkara Nomor: 41/KPPU-L/2010)

Bab ini akan melakukan tinjauan analisis terhadap dugaan persekongkolan
tender dalam pengadaan tender jasa konsultansi sarana dan prasarana konversi
energi Minyak Tanah ke LPG di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk
mengadakan 12 Paket Pekerjaan Pendampingan Program konversi energi Minyak
Tanah ke LPG.

Bab ini akan mencakup bahasan mengenai kasus posisi serta Analisis Putusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Perkara Nomor 41/KPPU-L/ 2010
berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat , Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun
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2010 dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.
Secara lebih lengkap tinjauan analisis akan mencakup: Kasus Posisi mengenai
pengadaan saran dan prasarana (jasa konsultasi) pada program konversi MITAN
ke LPG, pertimbangan Majelis KPPU, putusan dari Majelis KPPU dan Analisis
Pembuktian mengenai praktik Persekongkolan Tender Horizontal dan Vertikal

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Bab 4 : Penutup

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan
dalam karya tulis ini dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi
perbaikan iklim persaingan usaha di Indonesia, khususnya dalam ruang lingkup

pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintahan.
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BAB 2

KEBIJAKAN PROGRAM KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG DAN
TINJAUAN TERHADAP HUKUM PERSAINGAN USAHA SECARA
UMUM DAN PERSEKONGKOLAN TENDER SECARA KHUSUS
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

2.1 Tinjauan Umum Terhadap Kebijakan Program Konversi Energi Minyak
Tanah Ke LPG di Indonesia

2.1.1 Latar belakang dan Manfaat Konversi Minyak Tanah Ke LPG

Penyediaan sumber daya energi di Indonesia merupakan suatu bentuk
permasalahan yang cukup berkepanjangan, khususnya bahan bakar Minyak
(“BBM”), dimana pemerintah harus menanggung tingginya biaya subsidi guna
menyediakan BBM tersebut,®® sesuai dengan kewajiban pemerintah yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Tercatat, setiap
tahunnya sejak tahun 2004 pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp 70 Triliun
untuk mensubsidi BBM, yaitu Minyak Tanah, premium dan solar. Dari ketiga
jenis bahan bakar ini, Minyak Tanah adalah jenis bahan bakar yang mendapat
subsidi terbesar, dimana lebih dari 50% anggaran subsidi BBM digunakan untuk
subsidi Minyak Tanah.?® Dimana data terakhir menyebutkan bahwa subsidi yang
disalurkan terhadap Minyak Tanah adalah sekitar Rp.3.800,- untuk setiap liter dari
Minyak Tanah.*

Pada tahun berikutnya juga terjadi peningkatan subsidi BBM yang
mengakibatkan pengeluaran negara pada APBN melambung tinggi. Defisit

ditaksir sebesar Rp31,2 Triliun atau sebesar 1,6% dari Produk Domestik Bruto

% Departemen ESDM, Blueprint : Program Pengalihan Minyak Tanah Ke LPG,
(Jakarta: ESDM, 2007) hal.4.

2 Astari Adityawati, Analisa Jumlah Permintaan Minyak Tanah Berkaitan Dengan
Kebijakan Pemerintah Dalam Penghematan APBN Melalui Kebijakan Konversi Penggunaan
Minyak Tanah Ke LPG (Depok: Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008),
hal.55.

% Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Utara, Kajian Konversi

Minyak Tanah Ke Gas ELPIJI Di Sumatera Utara (Medan: 2009), hal. 1. (diunduh dari
www.balitbang.sumutprov.go.id).
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(PDB) yang saat itu mencapai Rp1989 Triliun. Padahal dalam APBN 2005 telah
ditetapkan bahwa target defisit adalah 1,3%, yang berarti telah terjadi
pembengkakan defisit sebesar 0,3% atau Rp 5,5 Triliun dibandingkan dengan
target awal pembengkakan defisit APBN 2005 diawal tahun tersebut antara lain
disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang menyebabkan peningkatan subsidi
terhadap BBM. Adapun peningkatan subsidi BBM ini juga terimbas oleh
kenaikan harga Minyak internasional.®*

Kenaikan subsidi BBM ini jika tidak ditanggulangi akan berimbas pada
pemborosan dan inefisiensi penggunaan APBN, terlebih mengingat harga Minyak
dunia yang kian menanjak. Menyikapi persoalan tersebut, pemerintah dihadapkan
kepada beberapa pilihan, salah satunya ialah menaikkan harga BBM. Namun,
pilihan pemerintah untuk menaikkan harga BBM akan mengakibatkan timbulnya
peningkatan inflasi.*

Oleh sebab itu, sebagai suatu upaya untuk menghindari APBN yang
membengkak disisi pengeluaran, pemerintah melakukan kebijakan reformasi
energi bahan bakar Minyak, dimana salah satu kebijakan reformasi® tersebut
salah satunya adalah dengan melakukan pengalihan atau konversi dari
penggunaan Minyak Tanah ke Liquified Petroleum Gas (LPG) atau yang lebih
dikenal dengan nama Gas ELPIJI. Dimana kebijakan ini dilakukan melalui
diversifikasi energi dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap
BBM khususnya Minyak Tanah®. Dimana hal ini akan mereduksi subsidi Minyak
Tanah dengan menggantinya dengan subsidi LPG yang harganya relatif lebih
murah.*®

Subsidi terhadap Minyak Tanah sendiri merupakan bentuk subsidi bahan
bakar Minyak yang menyerap dana dalam APBN tertinggi, jika dibandingkan

%1 Astari Adityawati, Ibid., hal.12.

% Ibid., hal.17.

% Adapun kebijakan reformasi energi bahan bakar minyak lainnya adalah: a.Konversi
penggunaan energi solar menjadi energi batubara oleh PLN, yaitu PLTU Batubara; b.Menetapkan
harga bahan bakar yaitu Premium dan Pertamax sesuai dengan harga pasar minyak dunia.

% Departemen ESDM, Blueprint, Ibid., hal.4.

* Ibid.
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dengan subsidi bahan bakar lainnya, yaitu subsidi terhadap bahan bakar premium,
subsidi solar serta bahan bakar Minyak lainnya. Sebagai gambaran dapat dilihat
grafik data statistik berikut yang dibuat oleh Departemen Pekerjaan Umum.
Dimana data statistik tersebut memuat data mengenai perbandingan subsidi bahan
bakar Minyak Tanah terhadap komponen lain yang dalam APBN tahun 2005,
yang juga termasuk komponen penting bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat.*® Berikut adalah grafik data statistik tersebut :

Bagan 2.1
Grafik Penyaluran Subsidi Bahan Bakar Minyak Tanah Terhadap Komponen Lain
dalam APBN Tahun 2005

Fp. Tnllion
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(sumber: www.pu.go.id)

Dalam paparan data grafik tersebut, dapat dilihat bahwa pada APBN tahun
anggaran 2005 subsidi dana yang disalurkan terhadap Minyak Tanah (Household
Kerosene) sangatlah tinggi. Terlihat dalam grafik tersebut dana subsidi yang
disalurkan terhadap Minyak Tanah mencapai angka lebih dari Rp.35 Triliun.
Dalam hal ini, subsidi Minyak Tanah tersebut sangat jauh jika dibandingkan
dengan proporsi subsidi terhadap komponen lainnya dalam APBN. Dapat dilihat
dalam grafik bahwa angka yang disalurkan terhadap komponen pendidikan

(scholarship program) dan kesehatan (health) sangatlah minim jika dibandingkan

% Astari Adityawati, Ibid., hal.17.
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dengan subsidi Minyak Tanah maupun bahan bakar Minyak lainnya (other fuel).
Padahal komponen-komponen lain yang terdapat dalam APBN tersebut sama-
sama komponen penting yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat.

Berdasarkan pertimbangan atas beban biaya penyaluran subsidi terhadap
bahan bakar Minyak Tanah tersebut, maka kebijakan reformasi energi melalui
program pengalihan atau konversi Minyak Tanah ke LPG (Liquified Petroleum
Gas) mulai digulirkan pada tahun 2007.*" Dimana kebijakan program konversi
energi tersebut diawali dengan keluarnya Surat Menteri ESDM Nomor
3249/26/MEM/2006 tentang hasil rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh
Wapres mengenai program konversi mitan ke elpiji pada tanggal 31 Agustus 2006
dan Surat Wakil Presiden Rl Nomor 20/\WP/9/2006 tentang peralihan Minyak
Tanah ke LPG pada tanggal 1 September 2006.

Dalam hal ini pertimbangan dari kebijakan program konversi Minyak
Tanah ke LPG tersebut adalah didasarkan pada nilai ekonomis dari LPG yang
dinilai lebih murah. Dengan mana, disebutkan bahwa pemakaian 1 liter Minyak
Tanah setara dengan pemakaian 0,57 kg LPG®, dan harga jual ke masyarakat
untuk Minyak Tanah adalah Rp.2500/liter dan LPG Rp.4250/kg.>® Dengan,
demikian melalui kalkulasi ekonomi subsidi yang diberikan untuk pemakaian 0,57
kg LPG akan lebih kecil daripada subsidi untuk 1 liter Minyak Tanah.

Selain itu penggunaan LPG ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan
energi yang cukup besar karena nilai kalor efektif LPG lebih tinggi dibandingkan
Minyak Tanah dan mempunyai Gas buang yang lebih bersih dan ramah
lingkungan.*® Adapun dari sisi pengurangan pengunaan Minyak Tanah juga akan

memberikan manfaat tersendiri yaitu karena:** a.Peningkatan potensi nilai tambah

%" Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Utara, bid., hal.2.
% Departemen ESDM, Blueprint, Ibid., hal.40.

% Ibid., hal 40.

“Ibid., hal 4.

“ Ibid.
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Minyak Tanah menjadi bahan bakar avtur;** b.Pengurangan penyalahgunaan
Minyak Tanah bersubsidi; c.Penataan sistem penyediaan dan pendistribusian
bahan bakar bersubsidi untuk mengamankan APBN akibat penyalahgunaan serta
kelangkaan. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dipaparkan tersebut
pemerintah Indonesia kemudian menjalankan program pengalihan/konversi
Minyak Tanah ke LPG, yang dimulai tahun 2007.**Dimana realisasi program
tersebut dilakukan dengan melakukan pembagian LPG Tabung 3kg secara gratis

kepada rumah tangga dan usaha mikro yang berhak menerima.**

2.1.2 Tujuan serta Visi dan Misi Kebijakan Konversi Energi Mitan ke LPG

Tujuan daripada program konversi yang dipaparkan dalam Blueprint
program pengalihan bahan bakar Minyak Tanah ke LPG adalah sebagai berikut
ini:

a. Melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan
terhadap Bahan Bakar Minyak, khususnya Minyak Tanah untuk dialihkan
kepada LPG;

b. Mengurangi penyalahgunaan Minyak Tanah bersubsidi karena LPG lebih
aman dari penyalahgunaan;

c. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah (APBN) karena
penggunaan LPG lebih efisien dan subsidinya relatif lebih kecil daripada
subsidi Minyak Tanah;

d. Menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih, dan efisien untuk
penggunaan rumah tangga dan usaha mikro. *°
Adapun tujuan ini dirangkum guna mencapai sasaran daripada program

konversi/pengalinan Minyak Tanah ke LPG itu sendiri, yaitu ZERO-KERO

2 Avtur (Aviation Turbine Fuel) atau yang secara internasional lebih dikenal dengan
nama Jet A-1 adalah bahan bakar untuk pesawat terbang jenis jet atau turbo jet (baik tipe jet
propulsion atau propeller)..

*% Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Utara, Ibid., hal.2.

“ bid.

*® Departemen ESDM, Blueprint, Ibid., hal.4.
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2012."® Pengertian daripada “Zero-Kero” ini sendiri adalah kondisi dimana tidak
ada lagi Minyak Tanah bersubsidi yang digunakan untuk memasak. Sesuai
Peraturan Presiden No.9 Tahun 2006 maka Minyak Tanah untuk penerangan tetap
tersedia. Selain itu Minyak Tanah akan tetap dipasarkan dengan harga
keekonomian atau ditingkatkan nilai tambahnya untuk menjadi avtur.*’
Selain itu program pengalihan Minyak Tanah ke LPG ini juga memiliki
visi dan misi sendiri. Adapun visi dan misi tersebut adalah:
a. Visi program pengalihan Minyak Tanah ke LPG adalah masyarakat dapat
menikmati bahan bakar yang praktis, bersih, dan efisien sedangkan subsidi
BBM dapat ditekan sehingga meringankan beban keuangan negara dalam
penyediaan dan pengadaan Bahan Bakar Minyak;*®
b. Misi yang diemban adalah:
1. Melakukan pengalihan penggunaan Minyak Tanah ke LPG;
il.  melakukan sosialisasi perubahan Budaya Minyak Tanah ke Budaya
LPG;
lii.  Membantu pengadaan tabung LPG dan kompor LPG untuk para
pengguna Minyak Tanah;

iv.  Menjamin ketersediaan dan pasokan LPG. *°

2.1.3 Instrumen Kebijakan
Dalam rangka menjalankan kebijakan konversi energi Minyak Tanah ke
LPG tersebut, pemerintah mengeluarkan perangkat peraturan yang menjadi
landasan daripada kebijakan program konversi energi tersebut serta guna
menjamin keberhasilan program, dalam hal ini pemerintah mendukung dengan
berbagai peraturan dan UU yaitu :
a. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 28 ayat 2
yang telah diamandemen oleh Mahkamah Konstitusi, harga Bahan Bakar

Minyak dan Bahan Bakar Gas ditetapkan oleh Pemerintah;

“® 1bid., hal.9.
7 1bid.
8 1bid., Hal 8.

“ Ibid.
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b. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi
Nasional, dimana garis besar dari peraturan ini yang memiliki korelasi
dengan program konversi mencakup:

e Tujuan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan
keamanan pasokan energi dalam negeri;

e Mengurangi ketergantungan penggunaan energi yang berasal dari
Minyak Bumi salah satunya dengan mengalihkan ke energi lainnya;

e Terwujudnya energi (primer) mix yang optimal pada tahun 2025,
yaitu peranan Minyak Bumi menjadi kurang dari 20% dan peranan
Gas Bumi menjadi lebih dari 30% terhadap konsumsi energi
nasional;

c. Surat Menteri ESDM Nomor 3249/26/MEM/2006 tentang hasil rapat
koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Wapres mengenai program
konversi mitan ke elpiji yang menunjuk Pertamina sebagai pelaksana
program bagi konsumen rumah tangga (31 Agustus 2006)

d. Surat Wakil Presiden Rl Nomor 20/WP/9/2006 tentang peralihan Minyak
Tanah ke LPG (1 September 2006)

e. Surat Menteri ESDM No. 1971/26/MEM/2007 tentang Penugasan
Pelaksanaan Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah ke LPG (22
Mei 2007)

f. Peraturan Presiden Rl Nomor 104 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Gas Tabung 3 Kg (28
November 2007). Peraturan ini meliputi tata cara penugasan Badan Usaha
untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg, perencanaan
volume penjualan tahunan serta ketentuan ekspor impor LPG.

g. UU Nomor 18 Tahun 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2007, yang memuat anggaran subsidi LPG dan
menyatakan bahwa subsidi ini merupakan kebijakan Pemerintah dalam
mengurangi subsidi Minyak Tanah. Dimana subsidi LPG 3 KG pda tahun
2007 sebesar Rp 1,8 Triliun;

h. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang unit organisasi dan

tugas eselon | Kementerian Negara Republik Indonesia;

Universitas Indonesia

Tinjauan terhadap ..., Budi Widuro, FH Ul, 2012



21

Peraturan Menteri ESDM Nomor 021 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum
Gas Tabung 3 Kilogram (19 Desember 2007)

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan
Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;

Keputusan Menteri ESDM Nomor 3175 K/IO/MEM/2007 tentang
Penugasan PT Pertamina (Persero) dan Penetapan Daerah Tertentu dalam
Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram Tahun 2007 (27
Desember 2007, berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007)

Surat Keputusan Dirjen Migas No. 13767.K/10/DJM/2008 tentang
Penugasan Pertamina dan Penetapan Daerah Tertentu dalam Penyediaan
dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg tahun 2008

. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran

LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha
Mikro (22 Agustus 2008, berlaku surut sejak 1 Januari 2008)

Di samping itu, untuk keperluan perhitungan subsidi perlu ditetapkan
harga patokan bagi LPG. Besaran subsidi merupakan selisih antara harga
patokan dengan harga jual eceran. Harga patokan LPG ditetapkan melalui
Keputusan Menteri ESDM dan ditinjau setiap tahun untuk mengikuti
perkembangan harga di pasar internasional.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 1661 K/12/MEM/2008 tentang Harga
Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran
2008; dengan perubahan yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri
ESDM Nomor : 1680 K/12/MEM/2009 untuk harga patokan LPG Tabung
3 Kilogram tahun anggaran 2009; dan Keputusan Menteri ESDM Nomor :
2359 K/12/MEM/2010 untuk harga patokan LPG Tabung 3 Kilogram
tahun anggaran 2010.

2.1.4 Instrumen Kelembagaan

Dalam rangka mencapai suksesnya Program Pengalihan Minyak Tanah ke

LPG ini, Pemerintah melibatkan berbagai instansi terkait yang masing-masing

* 1bid., hal 6 dan 14.
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bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.” Dalam hal ini dibentuk Tim

Independen sebagai Tim Pengarah yang keanggotaanya mewakili instansi-instansi

yang terkait dalam program ini, yaitu:

1.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi, sebagai kordinator;

Departemen Keuangan, bertanggung jawab dalam penganggaran
dalam APBN;

Departemen Perindustrian, bertanggung jawab dalam pengadaan
tabung;

Kementerian Pemberdayaan Perempuan, bertanggung jawab dalam
sosialisasi;

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bertanggung
Jawab dalam pengadaan kompor;

Departemen Sosial, bertanggung jawab dalam pengalihan profesi
dalam usaha niaga Minyak Tanah;

Badan Pengatur Bahan Bakar Minyak dan Gas Melalui Pipa,
bertanggung jawab dalam penarikan Minyak Tanah pada daerah

konversi. >

Selain instansi-instansi tersebut, untuk efektifitas pelaksanaan program

ini, ditunjuk PT Pertamina (Persero) yang telah mempunyai pengalaman dan

infrastruktur pendistribusian BBM, selaku Pelaksana Program. Selain itu

Pemerintah dapat menugasi Badan Usaha Nasional lain untuk mempercepat

pelaksanaan program ini.

2.1.5 Kegiatan Pendampingan oleh Kementerian ESDM

Dalam rangka pemenuhan pelaksanaan visi dan misi dari program

konversi Minyak Tanah ke LPG ini, Departemen Energi dan Sumber Daya

Mineral melalui Direktorat Jenderal Migas melakukan kegiatan pendampingan

yang baru dimulai pada tahun 2008. Adapun kegiatan pendampingan oleh

% 1bid., hal. 16.

52 -
1bid.
%3 pytusan KPPU Perkara Nomor.41/KPPU-L/2010, hal.19.
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ESDM ini mencakup kegiatan edukasi dan sosialisasi, pendataan, refill dan
pengawasan terhadap tabung yang dibagikan serta evaluasi mutu tabung.>
Kegiatan ini diperlukan mengingat sebagian masyarakat perlu mendapatkan
edukasi akibat adanya konversi, kemudian dilakukan kegiatan pendataan, yang
dilanjutkan pembagian paket dan terakhir dilakukan pengawasan.>

Melalui pembahasan anggaran dengan Komisi VII DPR*® dan usulan
dari Direktorat Pembinaan Usaha Hilir dibawah Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas Bumi ke Ditjen Anggaran dari Departemen Keuangan, maka ditentukan
bahwa kegiatan pendampingan ini akan dilaksanakan melalui 12 kegiatan.
Dimana 12 kegiatan tersebut terbagi menjadi 5 kegiatan besar yang terdiri dari: 2
(dua) kegiatan edukasi dan sosialisasi, 3 (tiga) kegiatan untuk pengawasan, 3
(tiga) kegiatan untuk inventarisasi, 3 (tiga) kegiatan pendataan, serta 1 paket
kegiatan evaluasi.”” Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan tersebut maka
Kementerian ESDM kemudian mengajukan pagu anggaran yang kemudian
direvisi oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan menjadi sebesar
Rp.369,000,000,000.00 dengan nama Belanja Konsultan.”® Adapun anggaran ini
dilakukan untuk pengadaan 12 kegiatan dalam kegiatan pendampingan tersebut.
Dimana kemudian dalam pelaksanaan pengadaan ini diduga telah terjadi praktik
anti persaingan yang kemudian akan ditelaah dalam penelitian skripsi ini.
2.2 Tinjaun Umum Terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

2.2.1 Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Suatu tujuan dari Undang-Undang Persaingan Usaha yang mengatur
tentang persaingan usaha di negara manapun pada dasarnya adalah hampir sama

yaitu untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan si pelaku usaha dengan

> Ibid.
> Ibid.

% Komisi VII DPR merupakan komisi yang membidangi ruang lingkup Energi Sumber
Daya Mineral, Riset dan Teknologi serta Lingkungan Hidup.

"pytusan KPPU, Ibid., hal.19

% Ibid.
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kepentingan umum.*® Secara tegas dalam substansinya, Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 menetapkan tujuan yang hendak dicapai dari pemberlakuannya yaitu
untuk menjamin kepentingan umum, meningkatkan efisiensi perekonomian
nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang
kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin
adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, kecil,
dan menengah, mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
yang ditimbulkan pelaku usaha demi terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam
kegiatan usaha.®® Dengan mana hal tersebut tersirat dalam Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dari keempat tujuan Undang-Undang Persaingan Usaha tersebut, maka
dapat dirumuskan menjadi dua tujuan utama hukum persaingan usaha yaitu tujuan
ekonomi dan tujuan di luar ekonomi.®* Berdasarkan dua jenis tujuan tersebut
maka pada intinya Undang-Undang Persaingan Usaha mempunyai tujuan untuk
melindungi pelaku usaha dari persaingan yang tidak sehat dan untuk
meningkatkan efisiensi kegiatan usahanya (Productive Efficiency).®> Melalui
persaingan usaha dan efisiensi tersebut maka konsumen akan mendapatkan
manfaatnya berupa harga yang jauh lebih murah dan kualitas yang baik, yang
pada akhirnya hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau

konsumen (Allocative Efficiency).®®

% Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat, (Bandung:
PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal.2.

% |nsan Budi Maulana, Catatan Singkat UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000), hal 12.

® Ditha Wiradiputra, “Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,” (Modul disampaikan
untuk Retooling Programme Under Employee Graduates at Priority Disciplines under TPSDP,
Jakarta, 14 September 2004), hal.3. (Seperti dikutip dari Skripsi Zhafira Athirah, “Analisis
Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menangani Sengketa Persekongkolan
Tender yang Dilakukan Secara Vertikal” Depok: Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2008)

® bid.

% Ibid.
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2.2.2 Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Praktik
Persaingan Yang Dilarang

Di dalam hukum persaingan usaha di Indonesia mengacu pada Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dilihat mengenai ruang lingkup daripada
praktik-praktik persaingan tidak sehat yang dilarang dalam Undang-Undang
tersebut. Dimana substansi larangan terhadap praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat tersebut dapat dilihat terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar,
yaitu Perjanjian yang Dilarang,®* Kegiatan yang Dilarang®™ dan Posisi Dominan.®®
Berikut akan dijelaskan mengenai cakupan dari tiga kelompok besar praktik yang
dilarang tersebut.

a. Perjanjian yang dilarang. Bahwa terdapat 11 (sebelas) macam
perjanjian yang dilarang untuk dibuat oleh pelaku usaha dengan
pelaku usaha lain.’” Adapun perjanjian-perjanjian tersebut adalah
sebagai berikut ini:

1. Oligopoli;®®

2. Penetapan Harga;®

3. Diskriminasi Harga beserta Predatory Pricing dan Resale Price
Maintenance; °

4. Pembagian Wilayah; ™

5. Pemboikotan;

6. Kartel; "

% Indonesia, Ibid., UU No.5 Tahun 1999, BAB III.
% Indonesia, Ibid., UU No.5 Tahun 1999, BAB IV.
% Indonesia, Ibid., UU No.5 Tahun 1999, BAB V.

% Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2004) hal.40.

% Indonesia, Ibid., UU No.5 Tahun 1999, Pasal 4 Ayat (1).
% Ibid., Pasal 5 Ayat (1).

" Ibid., Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.

™ Ibid., Pasal 9.

"2 Ibid., Pasal 10 Ayat (1) dan (2).
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7. Trust;”

8. Oligopsoni;

9. Integrasi Vertikal; ®
10. Perjanjian Tertutup; "’

11. Perjanjian dengan Luar Negeri. "°.

b. Kegiatan yang Dilarang. Bahwa terdapat 6 (enam) kegiatan yang
termasuk kedalam kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku
usaha dengan pihak lain dalam konsepsi hukum persaingan usaha.
Adapun bentuk kegiatan tersebut adalah sebagai berikut ini:

1. Monopoli; ”°

2. Monopsoni; %

3. Penguasaan Pasar; ®

4. Dumping; *

5. Manipulasi biaya produksi; *

6. Persekongkolan. &

c. Posisi Dominan. Bahwa terdapat 4 (empat) macam bentuk kegiatan
posisi dominan yang dilarang dalam konsepsi hukum persaingan

usaha.®® Berikut adalah bentuk posisi dominan yang dilarang:

 bid., Pasal 11.
" bid., Pasal 12.
" |bid., Pasal 13.
" |bid., Pasal 14.
" Ibid., Pasal 15 Ayat (1).
" Ibid., Pasal 16.
™ Ibid., Pasal 17.
8 |bid., Pasal 18.
8 |bid., Pasal 19.
8 |bid., Pasal 20.
8 |bid., Pasal 21.

8 Ibid., Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 25.
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1. Kegiatan posisi dominan yang bersifat umum; %
2. Jabatan rangkap atau kepengurusan terafiliasi; '
3. Kepemilikan saham atau terafiliasi; %

4. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perusahaan. ®

Selain daripada ruang lingkup yang mencakup mengenai perjanjian dan

kegiatan yang dilarang tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga

mengatur mengenai hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang itu

sendiri, yaitu yang tercantum dalam ketentuan Pasal 50. Adapun perihal yang

dikecualikan tersebut adalah sebagai berikut ini:

1. Perjanjian yang dikecualikan, meliputi :

a.
b.

C.

Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual,
Perjanjian yang berkaitan dengan waralaba (franchise);

Perjanjian penetapan standar teknis produk dan atau jasa yang tidak
mengekang dan atau menghalangi perjanjian;

Perjanjian dalam rangka keagenan yang tidak memuat ketentuan
memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih
rendah dari harga yang telah diperjanjikan;

Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan
standar hidup;

Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah

Indonesia.*

2. Perbuatan yang dikecualikan, meliputi:

a. Perbuatan pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil;

8 Rachmadi Usman, Ibid., hal.85.

® |ndonesia, Ibid., UU No.5 Tahun 1999 Pasal 25 ayat (1).

8 1bid., Pasal 26.

% bid., Pasal 27.

® |bid., Pasal 28 dan Pasal 29.
% Ibid., Pasal 50 butir (b) jo. butir (c) jo. butir (d) jo. butir (e) jo. butir (f).
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b. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk
melayani anggota.”*
3. Perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan meliputi:
a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk ekspor yang

tidak menggangu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri.*?

2.2.3 Pendekatan Dalam Hukum Persaingan Usaha

Dalam teori ilmu hukum, larangan terhadap tindakan praktek monopoli
atau persaingan usaha tidak sehat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu teori
Per Se dan Rule of Reason.” Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan
yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi
mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah
suatu perjanjian atau kegiatan usaha tertentu tersebut bersifat menghambat atau
mendukung persaingan.”® Sedangkan, pendekatan Per Se illegal adalah
menyatakan bahwa setiap perjanjian atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku
usaha dianggap sebagai tindakan terlarang (ilegal) tanpa harus dilakukan
pembuktian lebih lanjut oleh otoritas persaingan usaha terhadap dampak yang
ditimbulkan dari perjanjian/kegiatan tersebut.*®

Kedua metode pendekatan ini memang memiliki karakteristik yang
sangat berbeda, namun keduanya digunakan dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, adanya ketentuan dalam pasal-pasal yang menyebutkan tentang
“yang dapat mengakibatkan” dan “patut diduga” seperti pada kartel (Pasal 11) dan
Praktek Monopoli (Pasal 17) dianggap menggunakan pendekatan Rule of Reason,

karena diperlukan suatu penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan

°% Ibid., Pasal 50 butir (h) jo. butir (i).
% Ibid., Pasal 50 butir (\a) jo. butir (g).

% Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli : Menyongsong Era Persaingan Sehat, (Bandung:
PT.Citra Aditya Bakti, 1999),hal.11.

% Andi Fahmi Lubis, et. Al, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks,
(Jakarta: Deutsche Gesellchaft fur Techsniche Zussammenarbeit (GTZ) GMBH, 2009) ,hal.55

% |bid., hal.325.
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dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan
usaha atau tidak.®® Sedangkan penerapan Per Se lllegal biasanya dipergunakan,
dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “..yang
dapat mengakibatkan..”, sehingga pemeriksaan terhadap perjanjian penetapan
harga (Pasal 5) dianggap menggunakan pendekatan Per Se Illegal.®’

Pendekatan dengan menggunakan metode Per Se Illegal dianggap lebih
memberikan kepastian hukum baik kepada masyarakat maupun kalangan para
pelaku usaha, karena terdapat larangan yang tegas terhadap keabsahan dari suatu
perbuatan/kegiatan usaha. Maka, dalam hal ini pendekatan Per Se illegal
memberikan batasan-batasan yang lebih pasti mengenai perbuatan apa saja yang
dilarang, dengan kata lain bahwa pendekatan Per Se Illegal dapat
memperingatkan pelaku usaha sejak awal, mengenai perbuatan apa saja yang
dilarang serta berusaha menjauhkan para pelaku usaha untuk mencoba
melakukannya.’® Berbeda halnya dengan Per Se Illegal, penggunaan pendekatan
rule of reason memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap
undang-undang.”

Namun demikian penentuan penggunaan salah satu pendekatan tersebut
tidak semata-mata tergantung pada bunyi kata-kata dalam ketentuan Undang-
Undang yang secara eksplisit tersirat. Karena pada praktiknya, lembaga/institusi
yang memiliki kompetensi untuk menegakkan persaingan sehat berhak/memiliki
kewenangan sendiri untuk menentukan pendekatan yang digunakan untuk
merumuskan suatu tindakan dari pelaku usaha. Begitu halnya dengan KPPU di
Indonesia, dalam menentukan salah satu dari kedua bentuk metode pendekatan
tersebut KPPU mendasarkan pada praktek yang dianggap paling baik untuk
menilai suatu perjanjian atau kegiatan usaha tertentu berdasarkan kewenangan
untuk menilai yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999.

% hid.
7 bid.,
% 1bid., hal.63.

% A.M Tri Anggraini, “Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal Dalam
Hukum Persaingan Usaha”, Ibid., hal.111.
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2.2.4 Peran KPPU sebagai Penegak Hukum Persaingan Usaha

2.2.4.1 Kedudukan KPPU sebagai Institusi Penegak Hukum Persaingan

Usaha di Indonesia

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan sebuah lembaga negara
independen yang berperan sebagai penegak sekaligus pengawas pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta wasit independen dalam rangka
menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan larangan praktek monopoli

dan persaingan usaha tidak sehat.*®

Adapun landasan hukum dari pembentukan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga/institusi yang memiliki
kompetensi atau wewenang dalam ranah hukum persaingan usaha, terdapat dalam
Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa:'**

“Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi

Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.”

KPPU dalam bhal ini dinilai adalah lembaga yang tepat untuk
menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran multifunction
dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses
penanganan perkara.’% Dalam hal ini KPPU memiliki kewenangan untuk
bertindak sebagai investigator (investigate function), penuntut (prosecuting
function), pemutus (adjudication) dan juga fungsi konsultatif (consultative

function).'%®

2.2.4.2 Tugas dan Wewenang
Mengenai tugas dan kewenangan daripada Komisi Pengawas Persaingan
Usaha, telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

1% Hermansyah, Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha, cetakan pertama, Jakarta, 2008,
hal.75.

Y ndonesia, Ibid., Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 30.

102 Syamsul Ma’arif, “Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”,
dalam Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 19 Mei-Juni, 2002).

%Hikmahanto Juwana, et.al., Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara
Persaingan Usaha, (Jakarta: Partnership For Business Competition, 2003). hal. 4.
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tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan
mana, tugas KPPU secara rinci telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 berikut ini:***

1. Melakukan penelitian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;*%

2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dana atau tindakan
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
and persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17
sampai dengan Pasal 24;'%°

3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan
posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur
dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana
diatur dalam Pasal 36

5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah
yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat;

6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan
Undang-Undang ini;

7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada
presiden dan dewan perwakilan rakyat."”’

Sehubungan dengan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang
tersebut, KPPU juga memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 36 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999.'°® Dengan mana rincian wewenang daripada
KPPU yang termuat dalam Pasal 36 Undang-Undang tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang
terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

104" Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha : Filosofi, Teori dan Implikasi
Penerapannya di Indonesia, cet 2 (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal.263.

195 Dalam hal ini perjanjian yang terdapat dalam Pasal 4 — 16 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 adalah perjanjian oligopoli, diskriminasi harga, penetapan harga, pembagian wilayah,
pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan
pihak luar negeri.

1% Dalam hal ini kegiatan yang terdapat dalam pasal 17 — 24 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan.

Y7 1ndonesia, Ibid., UU No.5 Tahun 1999, Pasal 35.

198 johnny lbrahim, Ibid., hal.264.
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Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau
tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan
praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang
dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan
oleh sebagai hasil penelitiannya;

Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada
atau tidaknya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan undang-undang ini;

Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang
dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang
ini;

Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi,
saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud poin 5 dan 6, yang
tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.

Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan
penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang
melanggar ketentuan undang-undang ini;

Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat
bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak
pelaku usaha lain atau masyarakat;

Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga
melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku
usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.**

2.2.4.3 Sanksi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan adanya 2 (dua) macam

sanksi yang dapat diterapkan terhadap pihak yang melanggar ketentuan dari
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau dengan kata lain pihak-pihak yang
melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini, dua macam

sanksi yang dapat diterapkan tersebut adalah:

a. Sanksi Administratif

Sanksi Administratif merupakan sanksi yang dapat diambil oleh Komisi

terhadap pelaku usaha yang melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999. Sanksi

administrasi diatur dalam Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

199 Indonesia, Ibid., UU No.5 Tahun 1999, Pasal 36.
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1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan
administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan
undang-undang ini;

2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat berupa:

1) Penetapan, pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 Sampai dengan Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal
16;

2) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi
vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penjelasan
resmi menyebutkan bahwa penghentian integrasi vertikal
antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian,
pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain,
atau perubahan bentuk rangkaian produksinya, dan/atau.

3) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan
yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau
menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau
merugikan masyarakat;

4) Perintah kepada pelaku wusaha untuk menghentikan
penyalahgunaan posisi dominan;

5) Penetapan pembatalan atau penggabungan atau peleburan
badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28;

6) Penetapan pembayaran ganti rugi.

7) Pengenaan denda serendah-rendahnya
Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah dan setinggi-
tingginya Rp.25.000.000.000,00,- (dua puluh lima miliar
rupiah).**°

Komisi dapat menjatuhkan sanksi administratif secara kumulatif maupun
alternatif.***  Adapun ketentuan mengenai ketentuan teknis dari denda
administratif diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPPU
No0.252/KPPU/Kep/V11/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan yang diatur dalam keputusan
tersebut diantaranya adalah penentuan mengenai nilai dasar denda.*? Nilai dasar
denda terkait dengan tiga hal, yakni proporsi nilai penjualan, tingkat pelanggaran,

dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran. Penentuan tingkat pelanggaran

"% Indonesia, Ibid., UU No.5 Tahun 1999, Pasal 47.
1 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Praktiksnya di

Indonesia, Ed.1 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hal.279.
12 1bid.
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dilakukan kasus per kasus untuk setiap tipe pelanggaran dengan

mempertimbangkan seluruh situasi yang terkait dengan kasus.**?
b. Sanksi Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga terdapat sanksi-sanksi
pidana terhadap pelanggar dari ketentuan undang-undang tersebut. Akan tetapi
dalam hal ini KPPU tidak memiliki kompetensi untuk menerapkan sanksi pidana
tersebut, melainkan melalui pejabat penegak hukum, yaitu kepolisian sebagai
penyidik, jaksa sebagai penuntut dan hakim sebagai pemutus untuk mengadili.'*
Disini KPPU hanya bertugas sebatas lingkup administrasi saja dan tidak

mempunyai kewenangan dalam bidang hukum pidana.

2.3 Tinjauan Terhadap Ketentuan Mengenai Persekongkolan Tender Dalam
Perspektif Hukum Persaingan Usaha

2.3.1 Pengertian Mengenai Persekongkolan Usaha

Persekongkolan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk dalam
kategori kegiatan yang dilarang. Dimana kegiatan persekongkolan ini dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 1 angka (8), dengan
mana pasal tersebut mendefinisikan persekongkolan sebagai berikut:

“Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha

lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan
pelaku usaha yang bersekongkol.”**®

Adapun bentuk-bentuk daripada kegiatan persekongkolan ini sendiri,

menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
terbagi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Persekongkolan yang mengatur atau menentukan pemenang tender
(Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999);

113 1hid.
114 1bid.

15 Indonesia, Ibid., UU No.5 Tahun 1999Pasal 1 angka (8).

Universitas Indonesia

Tinjauan terhadap ..., Budi Widuro, FH Ul, 2012



35

2. Persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha
pesaingnya (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999);

3. Persekongkolan untuk menghambat produksi atau pemasaran
barang atau jasa pelaku usaha pesaingnya (Pasal 24 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999);

Dari ketiga bentuk persekongkolan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, dapat dilihat adanya kesamaan karakteristik yang
dapat dilihat yaitu:

1. Kegiatan persekongkolan hanya dapat dilakukan apabila terdapat
dua pihak atau lebih yang melakukan kerja sama secara tidak jujur,
melawan hukum dan menghambat persaingan; dan

2. Bahwa menguasai pasar bersangkutan**® adalah tujuan dari
kegiatan persekongkolan.**’

2.3.2 Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999

2.3.2.1 Pengertian Persekongkolan Tender

Tender dalam hukum persaingan usaha Indonesia memiliki pengertian
sebagai tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk
mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.*'® Tender ditawarkan
oleh pengguna barang dan jasa kepada kepada pelaku usaha yang mempunyai
kredibilitas dan kapabilitas berdasarkan alasan efektifitas dan efisiensi.*** Dalam

hal ini tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang

116 pasar Bersangkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dirumuskan
dalam Pasal 1 angka 10, yang menyebutkan bahwa “Psaar bersangkutan adalah pasar yang
berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa
yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.” Dalam kasus
persekongkolan tender yang dimaksud dari Pasar Bersangkutan adalah Tender yang menjadi objek
perkara itu sendiri.

17 yakub Adi Krisanto, “Analisis Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan
Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender”, Jurnal Hukum Bisnis 2 (Voume 24,
Tahun 2005), hal.43.

118 Indonesia, Ibid., UU No.5 Tahun 1999, Penjelasan Pasal 22.

9 | Budi Kagramanto, Larangan Persekongkolan Tender : Perspektif Hukum
Persaingan Usaha, (Surabaya : Srikandi, 2008) hal.32.
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seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah
dengan output/keluaran yang optimal dan berhasil guna.*?

Sementara itu, pengertian persekongkolan tender diatur secara khusus
dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau
menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat*%*

Dalam hal ini yang termasuk dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 adalah persekongkolan (conspiracy dan collusion) antar pelaku usaha
dengan pihak lain dalam penentuan pemenang tender, yakni melalui pengajuan
untuk menawarkan harga dalam memborong suatu pekerjaan atau juga pengajuan
penawaran harga untuk pengadaan barang dan jasa-jasa tertentu.'?> Akibat dari
persekongkolan dalam menentukan siapa pemenang tender ini, seringkali timbul
suatu kondisi “barrier to entry” yang tidak menyenangkan/merugikan bagi pelaku
usaha lain yang sama-sama mengikuti tender (peserta tender) yang pada
gilirannya akan mengurangi bahkan meniadakan persaingan itu sendiri.*** Praktik
seperti ini tidak hanya merugikan pelaku usaha lain, akan tetapi juga dapat
berimbas terhadap masyarakat sebagai konsumen dan juga pemerintahan apabila
persekongkolan tersebut dilakukan pada lingkup tender pengadaan barang dan

jasa pemerintahan.
2.3.2.2 Unsur-Unsur Persekongkolan Tender

Merujuk dari rumusan mengenai pengertian persekongkolan tender yang
diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat diuraikan unsur-
unsur yang harus dipenuhi agar suatu kegiatan/perbuatan usaha tertentu dapat
dikategorikan sebagai bentuk kegiatan persekongkolan tender. Dimana unsur-

unsur tersebut adalah sebagai berikut :

120 1hig.
121 Indonesia, Ibid., UU No.5 Tahun 1999, Pasal 22.
122 Budi Kagramanto, Ibid., hal 35.

123 bid.
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1. Pelaku Usaha

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999, “Pelaku Usaha” dirumuskan sebagai berikut ini :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara
Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”***

2. Bersekongkol

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2
Tahun 2010 mengenai Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan
Dalam Tender, dirumuskan bahwa “bersekongkol’ adalah:

“bersekongkol adalah kejasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan
pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya untuk
memenangkan peserta tender tertentu”

Dalam hal ini unsur “bersekongkol” itu sendiri menurut Pedoman Pasal 22

tersebut diuraikan sebagai berikut ini:

Kerjasama antar dua pihak atau lebih;

Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan
penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;

Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;

Menciptakan persaingan semu;

Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;

Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui
bahwa tindakan dilakukan untuk mengatur dalam rangka
memenangkan peserta tender tertentu;

g. Pemberian kesempatan ekslusif oleh penyelenggara tender atau pihak
terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha
yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.'?

oo

D oo

3. Pihak Lain
Berdasarkan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam
Tender, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Pihak Lain” adalah sebagai

berikut:

124 Indonesia, Ibid., UU No.5 Tahun 1999, Pasal 1 angka (5).
% Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010

Pedoman Pasal 22 : Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, hal.6.
126 H
Ibid.
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“Pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam
proses tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek
hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.”?’

4. Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender
Berdasarkan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam
Tender, dirumuskan bahwa “mengatur dan menentukan pemenang tender”
adalah sebagai berikut :

“Mengatur dan menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para
pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang
bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya
dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara
yang berbeda.”'?®

Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain
dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan,

spesifikasi, proses tender dan sebagainya.'*°

5. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,

“Persaingan Usaha Tidak Sehat” dirumuskan sebagai berikut ini:

“Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan usaha antar pelaku
usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang
dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum
atau menghambat persaingan usaha.”**

Terdapatnya unsur ‘“persaingan usaha tidak sehat” dalam perumusan
ketentuan mengenai Persekongkolan Tender dalam Pasal 22 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, memberikan implikasi terhadap metode
pendekatan yang digunakan atas kegiatan persekongkolan tender ini. Dengan
mana unsur “persaingan usaha tidak sehat” menyebabkan persekongkolan tender
dirumuskan dengan pendekatan Rule of Reason. Karena dalam hal ini kegiatan
tersebut tidak dilarang apabila tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

127 1bid.
128 1hid.

129 H
Ibid.
39 Indonesia, Ibid., UU No.5 Tahun 1999, Pasal 1 angka 6.
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2.3.2.3 Jenis Persekongkolan Tender

Terdapatnya unsur “pihak lain” dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, membawa implikasi terhadap bentuk/jenis daripada praktik
persekongkolan tender. Berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, persekongkolan dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni sebagai
berikut:

1. Persekongkolan Tender Secara Horizontal

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan definisi
mengenai  persekongkolan tender secara horizontal. Adapun  definisi
persekongkolan tender secara horizontal menurut Pedoman Pasal 22 tentang
Larangan Persekongkolan Dalam Tender adalah:

“Persekongkolan Horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi

antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku

usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.”131

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam
persekongkolan horizontal, kegiatan persekongkolan dilakukan antara para pelaku
usaha selaku peserta tender. Untuk lebih jelasnya, konstruksi praktik

persekongkolan tender tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi bagan berikut ini :

Bagan 2.2 Persekongkolan Tender Secara Horizontal

Panitia Pengadaan/Panitia Lelang/Pengguna
Barang Atau Jasa/Pimpinan Proyek

T

m

Pelaku Pelaku Pelaku Pelaku 8
Usaha/ Usaha/ Usaha/ Usaha/ AL
Penyedia | = » | Penyedia | = = | Penyedia | = = | Penyedia %‘
Barang Barang Barang Barang o
atau Jasa atau Jasa atau Jasa atau Jasa 3
L

=

(sumber: Pedoman Pasal 22 KPPU)

Persekongkolan horizontal bertujuan untuk menciptakan persaingan semu

diantara para pelaku usaha/penyedia jasa. Persekongkolan jenis tersebut biasanya

31 K omisi Pengawas Persaingan Usaha, Ibid., hal.7
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dilakukan dengan cara mengatur siapa pemenang tender dan saling berbagi

informasi tentang proposal tender masing-masing.**

2. Persekongkolan Tender Secara Vertikal

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga tidak memberikan definisi
mengenai persekongkolan tender secara vertikal. Namun, Pedoman Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan definisi persekongkolan
tender secara vertikal sebagai berikut:

“Persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha

atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang

atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi peker;] aan.”'%

Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau
panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan
bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.*** Persekongkolan
vertikal biasanya dilakukan melalui pengumuman tender yang tertutup, sehingga
tidak semua perusahaan yang mempunyai kualifikasi bisa mengikuti tender.'*®
Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Bagan 2.3 Persekongkolan Tender Secara Vertikal

1
Panitia Pengadaan/Panitia Lelang/Pengguna [

Barang Atau Jasa/Pimpinan Proyek | o

m

e}

n

m

/\ 3

Pelaku | Pelaku Pelaku Pelaku 5

Usahal Usaha/ Usaha/ Usaha/ ;

Penyedia | Penyedia Penyedia Penyedia =

Barang Barang Barang Barang

atau Jasa | | atau Jasa atau Jasa atau Jasa

(sumber: Pedoman Pasal 22 KPPU)

132 “Kebocoran  Proyek  Instansi Pemerintah  Diduga  Capai 30%”,

(http://vww.bpkp.go.id/berita/read/1002/4145/Kebocoran-Proyek-Instansi-Pemerintah-Diduga-
Capai-30-.bpkp) diakses pada tanggal 15 November 2011.
13 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Ibid. hal 8.

134 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Ibid.

135 «K ebocoran Proyek Instansi Pemerintah Diduga Capai 30%, Ibid.
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3. Persekongkolan Tender Secara Horizontal dan Vertikal (Gabungan)

Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan
persekongkolan tender secara horizontal dan vertikal (Gabungan) sebagai berikut:

“Persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna

barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha

atau penyedia barang dan j asa.”'%

Persekongkolan horizontal dan vertikal dilakukan melalui tender fiktif
dimana baik panitia tender maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses
tender hanya secara administratif dan tertutup.**’ Untuk lebih jelasnya, konstruksi
praktik persekongkolan tender tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi bagan berikut
ini:

Bagan 2.4 Persekongkolan Tender Secara Horizontal dan Vertikal

Panitia Pengadaan/Panitia Lelang/Pengguna
Barang Atau Jasa/Pimpinan Proyek

o

m

e —___ L]

\ - %]

\-\‘\_\_\_\-\ m

/ : =

Pelaku Pelaku Pelaku Pelaku Q

Usaha! Usahal Usahal Usaha/ o

Penyedia Penyedia | |- = | Penyedia | = = | Penyedia b

Barang | Barang Barang Barang =
atau Jasa atau Jasa atau Jasa atau Jasa

(sumber: Pedoman Pasal 22 KPPU)

Dari penjelasan mengenai bentuk-bentuk persekongkolan tender diatas,
dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara bentuk-bentuk persekongkolan tender
terdapat kesamaan, yaitu :

1. Adanya persetujuan (kesepakatan) antara peserta tender yang
seharusnya secara kompetitif ‘memperebutkan’ kemenangan untuk
menjadi pelaksana suatu proyek yang ditenderkan.

2. Peserta tender menentukan terlebih dahulu pemenang tender

sebelum proses tender dilaksanakan.

138 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Persekongkolan Tender..ibid. hal 8.

57 1bid.
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3. Membatasi atau menyingkirkan para pesaing yang akan masuk

dalam proses tender.'*®

2.3.2.4 Indikasi Terjadinya Persekongkolan Tender

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, melalui Peraturan Komisi Nomor 2
Tahun 2010 yang berisikan mengenai perangkat Pedoman Pasal 22,*° tentang
Persekongkolan dalam Tender, mencoba menguraikan bentuk perbuatan-
perbuatan dalam kegiatan suatu tender pengadaan barang dan jasa yang dapat
mengindikasikan telah terjadinya suatu praktik persekongkolan dalam kegiatan
tender.

Dimana dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa secara umum, tender
yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat
persaingan usaha adalah:

1. Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak
diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha
yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;

2. Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua
pelaku usaha dengan kompensasi yang sama;

3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang mengarah
kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain
untuk ikut.**°

Sedangkan secara khusus, indikasi terjadinya persekongkolan yang dapat
dilihat dalam tahap-tahap prosedural tender dalam pengadaan barang dan jasa
adalah sebagai berikut ini :

1. Indikasi Persekongkolan pada saat Tahap Perencanaan, meliputi:

a. Pemilihan metode pengadaan yang menghindari

pelaksanaan tender/lelang secara terbuka;

" Yakub Adi Krisanto, Ibid., hal.43.

139 peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 merupakan pedoman yang dipublikasikan oleh
KPPU guna mengetahui tinjauan lebih lanjut mengenai Persekongkolan Tender yang diatur dalam
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

140 K omisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Persekongkolan Tender.Ibid., hal.9.
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Pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu, dan/atau
waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual
atau dilelang yang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku
usaha tertentu;

Tender/lelang dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua
peserta tertentu yang dapat mengikuti/melaksanakannya;
Ada keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang/
jasa;

Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi dari
pada nilai dasar lelang;

Penetapan tempat dan waktu lelang yang sulit dicapai dan

diikuti. *4

Indikasi persekongkolan pada saat Pembentukan Panitia, meliputi:

Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang
dibutuhkan sehingga mudah dipengaruhi;

Panitia terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu;

Susunan dan kinerja Panitia tidak diumumkan atau

cenderung ditutup-tutupi. **

Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau

Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan/

atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu;

. Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu

mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat, dan/atau
waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau

Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan/atau waktu

pengumuman tender/lelang;

2.
a.
b.
C.
3.
pra lelang meliputi:
a.
b
dilelangkan;
C.
" Ibid.
2 1bid.
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Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi
walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang
telah ditetapkan;

Panitia memberikan perlakukan khusus/istimewa kepada
pelaku usaha tertentu;

Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah
prakualifikasi dan tidak diberitahukan kepada semua
peserta;

Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau
Panitia atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang
terkait  langsung dengan  tender/lelang  (benturan

kepentingan). 13

4. Indikasi pada saat Pembuatan Persyaratan mengikuti tender/lelang:

Dimana dalam hal ini persyaratan tender/lelang mengarah kepada

pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu,

kapasitas dan waktu penyerahan yang harus dipenuhi.

144

5. Indikasi persekongkolan pada saat Pengumuman Tender, meliputi:

a.

Jangka waktu pengumuman tender/lelang yang sangat
terbatas;

Informasi  dalam pengumuman tender/lelang dengan
sengaja dibuat tidak lengkap dan tidak memadai.
Sementara, informasi yang lebih lengkap diberikan hanya
kepada pelaku usaha tertentu;

Pengumuman tender/lelang dilakukan melalui media
dengan jangkauan yang sangat terbatas, misalnya pada surat
kabar yang tidak dikenal ataupun pada papan pengumuman
yang jarang dilihat publik atau pada surat kabar dengan
jumlah eksemplar yang tidak menjangkau sebagian besar

target yang diinginkan;

3 1bid., hal 9.
144 1bid.
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d. Pengumuman tender/lelang dimuat pada surat kabar dengan
ukuran iklan yang sangat kecil atau pada bagian/lay-out
surat kabar yang seringkali dilewatkan*

6. Indikasi persekongkolan pada saat Pengambilan Dokumen
Tender/lelang, antara lain meliputi:

a. Dokumen tender/lelang yang diberikan tidak sama bagi
seluruh calon peserta tender/lelang;

b. Waktu pengambilan dokumen tender/lelang yang diberikan
sangat terbatas;

c. Alamat atau tempat pengambilan dokumen tender/lelang
sulit ditemukan oleh calon peserta tender/lelang;

d. Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen
tender/lelang secara tiba-tiba menjelang penutupan waktu
pengambilan dan perubahan tersebut tidak diumumkan
secara terbuka. **°

7. Indikasi persekongkolan pada saat Penentuan Harga Perkiraan
Sendiri atau Harga Dasar Lelang, meliputi:

a. Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga
dasar atas satu produk atau jasa yang ditender/dilelangkan;

b. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan
kepada pelaku usaha tertentu;

c. Harga perkiraan sendiri/harga dasar ditentukan berdasarkan
pertimbangan yang tidak jelas dan tidak wajar. **’

8. Indikasi persekongkolan pada saat Penjelasan Tender atau Open
House lelang, meliputi:
a. Informasi atas barang/jasa yang ditender atau dilelang tidak

jelas dan cenderung ditutupi;

15 1bid.
%8 1hid., hal 10.

Y7 1bid.
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Penjelasan tender/lelang dapat diterima oleh pelaku usaha
yang terbatas sementara sebagian besar calon peserta
lainnya tidak dapat menyetujuinya;

Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberi layanan
atau informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka;
Salah satu calon peserta tender/lelang melakukan

pertemuan tertutup dengan Panitia. **®

Indikasi persekongkolan pada saat Penyerahan dan Pembukaan

Dokumen atau kotak penawaran, meliputi:

a.

Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas
waktu;

Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop
bersama-sama dengan penawaran peserta tender/lelang
yang lain;

Adanya penawaran yang diterima oleh Panitia dari pelaku
usaha yang tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses
kualifikasi atau proses administrasi;

Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir
sebelum memasukkan penawaran;

Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen
penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara

terbuka, 14°

10. Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan

pemenang tender, meliputi:

a.

Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah
peserta tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya;
Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih
rendah dari harga tender/lelang sebelumnya oleh

perusahaan atau pelaku usaha yang sama;

8 1bid., hal 11.

9 1bid.
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Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran
yang hampir sama;

Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang
yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang
yang sama, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan
perbedaan tersebut;

Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada
peserta tender/lelang tertentu;

Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang
mirip;

Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau
dimodifikasi oleh Panitia;

Proses evaluasi dilakukan ditempat yang terpencil dan
tersembunyi;

Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam
memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan

beberapa tender atau lelang sebelumnya. **°

11. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang,

meliputi:

a.

Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga
pengumuman tersebut tidak diketahui secara optimal oleh
pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, misalnya
diumumkan pada media massa yang tidak jelas atau
diumumkan melalui faksimili dengan nama pengirim yang
kurang jelas;

Tanggal pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan
yang tidak jelas;

Peserta tender/lelang memenangkan tender atau lelang
cenderung berdasarkan giliran yang tetap;

Ada peserta tender/lelang yang memenangkan tender atau

lelang secara terus menerus di wilayah tertentu;

150 |bid., hal 11.
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e. Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan
pemenang tender/lelang dengan harga penawaran peserta
lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat
dijelaskan.

12. Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan sanggahan, meliputi:

a. Panitia tidak menanggapi sanggahan peserta tender/lelang;

b. Panitia cenderung menutup-nutupi proses dan hasil
evaluasi. '

13. Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender
dan penandatanganan kontrak, meliputi :

a. Surat penunjukan pemenang tender/lelang telah dikeluarkan
sebelum proses sanggahan diselesaikan;

b. Penerbitan surat penunjukan pemenang tender/lelang
mengalami  penundaan tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan;

c. Surat penunjukan pemenang tender/lelang tidak lengkap;

d. Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal hal
penting yang seharusnya menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dalam kontrak;

e. Penandatanganan kontrak dilakukan secara tertutup;

f. Penandatanganan kontrak mengalami penundaan tanpa
alasan yang tidak dapat dijelaskan. .***

14. Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi
pelaksanaan, meliputi :

a. Pemenang tender/lelang mensub-kontrakan pekerjaan
kepada perusahaan lain atau peserta tender/lelang yang

kalah dalam tender atau lelang tersebut;

51 1bid.
52 1hid., hal 12.

13 1bid.
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b. Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak sesuai
dengan ketentuan awal, tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan;

c. Hasil pengerjaan tidak sesuai atau lebih rendah
dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam
spesifikasi  teknis, tanpa alasan yang  dapat
dipertanggungjawabkan. ***

Terjadi atau tidaknya persekongkolan tender, bisa dilihat dari contoh-
contoh indikasi diatas ini, namun pembuktiannya tetap harus melalui pemeriksaan
oleh tim pemeriksaan investigator KPPU yang kemudian dinilai oleh majelis
KPPU dalam sidang. Hal ini sesuai dengan perumusan praktik persekongkolan
tender dalam Pasal 22 yang dirumuskan dengan pendekatan Rule of Reason, yang
menghendaki pembuktian terlebih dahulu.

2.3.2.5. Pendekatan Rule of Reason Dalam Perkara Persekongkolan Tender

Persekongkolan tender di hampir semua negara dianggap sebagai jenis
pelanggaran serius, karena tindakan tersebut cenderung lebih banyak merugikan
negara."> Di banyak negara, persekongkolan tender mempunyai konotasi negatif
dan cenderung kolusif sehingga diperlakukan sebagai Per Se Illegal. Kebanyakan
negara memperlakukan tender kolusif lebih ketat daripada perjanjian horizontal
lainnya, karena adanya unsur kecurangan serta berakibat merugikan pemerintah
dan anggaran negara.™®® UNCTAD menyatakan tender kolusif sebagai berikut:

”Collusive tendering is inherently anti- competitive, since it contraveness
the very purpose of inviting tenders, which is to procure goods or services
on the most favourable price and conditions....” >

Disamping itu karakteristik dari persekongkolan tender (kolusif) sama

sekali tidak ada kaitannya dengan struktur pasar dan tidak terdapat unsur pro pada

4 1bid.

155 |, Budi Kagramanto, Ibid.,hal.266.

1% sacker and Lohse, Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair
Business Competition, (Jakarta: GTZ-Katalis Publishing, 2001) hal,313 (seperti dikutip dalam
buku L.Budi Kagramanto, Larangan Persekongkolan Tender hal.266).

7 1bid.
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persaingan sehat justru merusak persaingan.’®® Dengan melihat karakteristik
seperti, sudah seharusnya pihak otoritas KPPU menggunakan pendekatan Per Se

lllegal dalam memeriksa perkara persekongkolan tender.*>®

Namun demikian, Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
menetapkan, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diperiksa dengan
pendekatan rule of reason. Kalimat yang menyatakan “...dapat mengakibatkan

2

terjadinya...” mengandung pengertian, bahwa tender kolusif “boleh” dilakukan

asal tidak “..mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.'®
Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan tender di negara manapun. Adapun
perumusan secara rule of reason ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk
melakukan perbuatan atau perilaku persekongkolan tender yang dilarang asalkan

perbuatan tersebut tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

2.3.2.6. Sanksi dalam Perkara Persekongkolan Tender

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat 12 dan Pasal 47 ayat 1
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU diberikan kewenangan untuk
menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan
dalam Undang-Undang tersebut. Dalam perkara Persekongkolan Tender pihak
yang menjadi Terlapor dapat dikategorikan menjadi dua dua, yaitu “pelaku usaha”
sebagai peserta tender dan “pihak lain” yang turut terlibat dalam praktik
persekongkolan tender tersebut. Dimana dalam hal ini “pihak lain” selain meliputi
pelaku usaha, termasuk pula panitia tender.***

Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999, KPPU hanya dapat menjatuhkan sanksi administratif dalam perkara

persekongkolan tender terhadap Terlapor “pelaku usaha” dan tidak mencakup

158 | Budi Kagramanto, Ibid.,hal.267.

9 1bid.

% Ibid. hal 266.

8L AM Tri Anggraini, “Sanksi Dalam Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan UU
Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”,

Jakarta 2007 (diunduh dari http://sekartrisakti.wordpress.com/2011/06/ pada tanggal 12 Januari
2012 pada pukul 9:09 WIB) hal.28.
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panitia tender yang terlibat dalam persekongkolan. Dalam hal ini Kewenangan
KPPU hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada atasan pejabat (panitia)
yang bersangkutan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada mereka.'®?
Sedangkan terhadap persekongkolan tender yang melibatkan Pegawai atau
Pejabat Pemerintah (PNS atau yang diperbantukan pada BUMN, BUMD, atau
Swasta), KPPU juga dapat menyampaikan informasi tentang persekongkolan
tersebut kepada atasan Pegawai atau Pejabat bersangkutan atau Kejaksaan,
maupun KPK untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.'®®

Putusan KPPU vyang memberikan
rekomendasi pada atasan pejabat tersebut di atas hanya mengikat tetapi tidak
memiliki kekuatan hukum eksekusi apapun. Hal ini karena sifat putusan adalah
declaratoir'® , dimana hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu
keadaan hukum semata-mata.'®® Penerapan sanksi disiplin ini perlu mendapatkan
perhatian lebih lanjut, mengingat maraknya persekongkolan tender dalam
pengadaan barang dan jasa di turut melibatkan panitia pengadaan. Rekomendasi
pendisiplinan bagi pegawai yang menjadi pantia tender kurang efektif, pasalnya,

rekomendasi itu tergantung dari atasan panitia tender.'®®

2.3.3. Statistik Penanganan Perkara Persekongkolan Tender di KPPU

Sejak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdiri 10 tahun lalu,
hingga tahun 2010 KPPU telah menerima laporan adanya persekongkolan tender
sebanyak 4.000 kasus. Laporan tersebut datang dari berbagai elemen, baik pelaku

usaha maupun masyarakat umum.*®’ Dari 4.000 laporan yang masuk itu 130 di

182 1hid.

163 K omisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Persekongkolan Tender.Ibid., hal.18.
164 A.M Tri Anggraini, “Sanksi Dalam Perkara Persekongkolan Tender..” Ibid.28.

185 http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490 (diakses pada tanggal 12
Januari 2012 pada pukul 08:34 WIB).

1%http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4h202b87903b5/kppu-akan-jatuhkan-
hukuman-buat-pejabat- (diakses pada tanggal 12 Januari 2012 pada pukul 08:37 WIB).

1http://portal pengadaannasional-bappenas.go.id/index.php/berita-internal/1-latest-

news/341-kppu-terima-laporan-4000-kasus-persekongkolan-tender (diakses pada tanggal 9 Januari
2012 pada pukul 18:26 WIB).
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antaranya telah diproses oleh KPPU, bahkan sebagian besar telah ditindak dan

diberi sanksi administrasi dan denda.’® Adapun kasus yang sudah ditangani

tersebut merupakan kasus yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.*®

Hingga tahun 2011 terhitung jumlah penanganan perkara persekongkolan

tender yang telah di proses di KPPU mencapai 181 perkara. Dimana penanganan

perkara tender tersebut mendominasi perkara persaingan tidak sehat di KPPU.

Dapat dilihat bahwa keseluruhan perkara yang telah ditangani oleh KPPU secara

keseluruhan mencapai 250 Perkara dan dari total keseluruhan tersebut 181

diantaranya adalah mengenai persekongkolan tender atau dengan kata lain 72%

dari total perkara yang ditangani oleh KPPU adalah mengenai persekongkolan

tender.'"® Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2.1. Penanganan Perkara di KPPU

Thn Penetapan Putusan Perkara Total Prosentase
Berjalan
tender | Non | tender | Non | tender | Non | tender | Non | tender | Non
Tender Tender Tender Tender Tender
2000 | 0 0 1 1 0 0 1 i
2001 | 0 1 3 i 0 0 3 2
2002 | 4 0 1 8 0 0 5 3
2003 | 2 0 1 6 0 0 3 6
2004 | 1 1 3 4 0 0 4 5
2005 | 1 3 10 8 0 0 11 11
2006 | 3 3 8 4 0 0 11 7
2007 |1 3 22 5 0 0 23 8
2008 | 16 4 36 12 0 0 52 16
2009 | 3 0 23 9 0 0 25 10
18 Ipid.
19 Ipid.

70 http://www.kppu.go.id/id/perkara/statistik-perkara/ (diakses pada tanggal 9 Januari
2012 pada pukul 18:26 WIB).
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2010 | 3 2 31 6 0 0 34 8
2011 1 0 0 1 1 7 2 10 2
Total | 34 17 140 | 60 7 2 181 |69 72% | 28%

(sumber: http://www.kppu.go.id/id/perkara/statistik-perkara/)

Fakta mengenai tingginya tingkat praktek persekongkolan tender yang
dipaparkan diatas menunjukkan bahwa kondisi ruang lingkup pengadaan barang
dan jasa hingga saat ini masih banyak diwarnai perilaku anti-persaingan dari
pihak-pihak terkait baik sesama pelaku usaha sebagai peserta tender maupun
pelaku usaha dengan pihak panitia pengadaan. Dalam hal ini pelaku usaha
cenderung memupuk insentif untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya
dengan melakukan tindakan-tindakan anti persaingan, seperti melakukan
pembatasan pasar, praktek persekongkolan antar peserta tender serta melakukan
kolusi dengan panitia pengadaan untuk menentukan hasil akhir pemenang

tender."*

Keadaan demikian menyebabkan hilangnya persaingan dan mengakibatkan
sumber daya yang tidak efisien serta menimbulkan pengaruh yang merugikan.
Terlebih lagi pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan proyek pemerintahan
yang didasarkan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
karena dapat menimbulkan kerugian pada kinerja industri dan perkembangan
ekonomi.'” Padahal proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara
kompetitif dan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat akan mampu
meningkatkan kesejahteraan rakyat (public welfare) karena sebagian besar
proyek-proyek pemerintah memang merupakan kegiatan pemerintah yang

ditujukan untuk memacu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.'”*

ok http://sptpkkoja.org/public-hearing-pencegahan-persekongkolan-tender-melalui-

pengaturan-kebijakan-pengadaan-barangjasa/ (diakses pada tanggal 9 Januari 2012 pada pukul
19:31 WIB).

2 |bid.

3 Ibid.

4 1bid.
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Dalam konteks ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya
Pasal 22 menjadi perangkat hukum persaingan usaha yang mengatur mengenai
larangan terhadap kegiatan persekongkolan tender tersebut. Namun demikian,
penerapan aturan hukum persaingan usaha dalam penegakan perkara
persekongkolan tender dirasa belum memberikan dampak signifikan untuk
mencegah adanya praktik tersebut. Praktik persekongkolan dalam tender masih
seringkali ditemukan dan bahkan merupakan praktik anti-persaingan yang paling
sering terjadi di Indonesia. Dominasi perkara persekongkolan tender pada perkara
yang ditangani oleh KPPU memberikan gambaran buruk mengenai iklim

persaingan dalam lingkup pengadaan barang dan jasa atau tender.

2.4.Ketentuan Umum Mengenai Tender Pengadaan Barang dan Jasa
Menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003
2.4.1 Ruang Lingkup dan Istilah Pengertian

Ruang lingkup keberlakuan dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta

17> adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 peraturan tersebut,

perubahannya
yaitu mencakup :

a. Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya
dibebankan pada APBN/APBD;

b. Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari
pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan
dengan pedoman atau ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi
pinjaman/hibah yang bersangkutan. *"®

Adapun pengertian istilah yang memiliki relevansi terkait dengan

pengadaan barang/jasa pemerintah termuat dalam ketentuan pasal 1 peraturan

tersebut, diantaranya adalah :

> Keppres Nomor 80 Tahun 2003 telah mengalami perubahan hingga perubahan
ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

176 presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Pedoman Pengadaan

Barang/jasa Pemerintah, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 LN No 120 TLN No 4330,
Pasal 7.
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c. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang
dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa*”’

d. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur
Bank Indonesia (BI) / Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
/ Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab
atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa’’

e. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur Bl /
Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / Direksi BUMD,9 untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang barang/jasa.'”

f. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi
bahan baku. Barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang
spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai
penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.*®

g. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan/pelaksanaan konstruksi
atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya
ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa
Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh
Pejabat Pembuat Komitmen.*®*

h. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam
berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa
pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam

rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti

Y7 Ibid., Pasal 1 ayat 1.

178 |bid., Pasal 1 ayat 1 huruf a.
19 |bid., Pasal 1 ayat 8.

180 |bid., Pasal 1 ayat 11.

181 |bid., Pasal 1 ayat 12.
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lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja
yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa

Pengguna Anggaran.'®?

2.4.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diberlakukannya Keppres 80 Tahun 2003 terdapat
dalam Pasal 2 dari Keppres tersebut. Adapun maksud dan tujuan tersebut adalah
sebagai berikut :

a. Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah mengatur
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya
dibiayai APBN/APBD;

b. tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya
dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan

bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.*®

2.4.3 Prinsip Dasar

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 memuat ketentuan yang mengatur
mengenai prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dan harus dipenuhi dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam hal ini prinsip-prinsip dasar tersebut

disebutkan dalam Pasal 3, yaitu adalah :

a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran
yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat
dipertanggungjawabkan;

b. Efektif , berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan
yang telah ditetapkan dan dapat memberi manfaat yang sebesar-

besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

182 |bid., Pasal 1 ayat 13.

18 1hid., Pasal 2.
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. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi

penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan
melalui persaingan sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan
memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur
yang jelas dan transparan;

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai
pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan,
tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa,
sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta
bagi masyarakat luas pada umumnya;

Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi
semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk
memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau
alasan apapun;

Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan

yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. **

Dalam hal ini Panitia Pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang

mengeluarkan keputusan, ketentuan, prosedur, dan tindakan lainnya, harus

dilandasi

oleh prinsip-prinsip dasar tersebut. Dengan demikian diharapkan dapat

tercipta suasana yang kondusif bagi tercapainya efisiensi, partisipasi dan

persaingan yang sehat dan terbuka antara penyedia jasa yang setara dan memenuhi

syarat, menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan

barang/jasa karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

baik dari segi fisik,keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas

institusi pemerinta

h.185

184

185

Ibid., Pasal 3.

Ibid., Penjelasan Pasal 3.
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2.4.4 Prakualifikasi dan Pascakualifikasi

Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha
serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum
memasukkan penawaran.’® Prakualifikasi ini wajib dilaksanakan untuk
pengadaan jasa Konsultansi dan pengadaan barang/jasa lainnya yang
menggunakan metoda penunjukan langsung untuk pekerjaan kompleks,
pelelangan terbatas dan pemilihan langsung.'®” Adapun proses prakualifikasi
secara umum meliputi pengumuman prakualifikasi, pengambilan dokumen
prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen
prakualifikasi, penetapan calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi, dan
pengumuman hasil prakualifikasi. *®

Sedangkan, pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan
kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia
barang/jasa  setelah memasukkan penawaran.'®®  Pascakualifikasi  wajib
dilaksanakan untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa
lainnya secara adil, transparan dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat

dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa.'*

Adapun
proses pascakualifikasi adapun proses pascakualifikasi secara umum meliputi
pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan
terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan

pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya.'**

2.4.5 Sistem Pengadaan Barang/Jasa
Dalam Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahannya, sistem pengadaan

barang/jasa dibagi kedalam dua lingkup, vyaitu pengadaan barang/jasa

186 1bid. Pasal 14 ayat 1.
87 |bid. Pasal 14 ayat 4.
188 |bid. Pasal 15 ayat 1.
189 |bid. Pasal 14 ayat 2.
19 |bid. Pasal 14 ayat 3.

91 |bid. Pasal 15 ayat 2.
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pemborongan/jasa lainnya dan jasa Konsultansi. Dalam hal ini kedua sistem

pengadaan tersebut memiliki mekanisme prosedur, metoda evaluasi dan ketentuan

yang berbeda. Sebagai contoh, adapun metoda evaluasi penawaran dalam

pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya adalah sebagai berikut :
a.

192

sistem gugur, adalah evaluasi penawaran dengan cara memeriksa dan
membandingkan  dokumen  penawaran terhadap pemenuhan
persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian
persyaratan administrasi, teknis dan kewajaran harga, terhadap
penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan
dinyatakan gugur*®

sistem nilai, adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara
memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai
berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian membandingkan jumlah
nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta
lainnya.***

sistem penilaian biaya selama umur ekonomis, adalah evaluasi
penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur
teknis dan harga yang dinilai menurut unsur ekonomis barang yang
ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kemudian nilai unsur-unsur
tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu, dan
dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta

dengan penawaran peserta lainnya.'*®

92 1hid., Pasal 19.

193 |bid.Pasal 19 ayat 2.

19 |bid.Pasal 19 ayat 3.

1% |bid.Pasal 19 ayat 4
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Sedangkan metoda evaluasi penawaran dalam pengadaan jasa Konsultansi,

meliputi : 1*

a. metoda evaluasi kualitas, adalah evaluasi penawaran jasa konsultansi
berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan
klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.™’

b. metoda evaluasi kualitas dan biaya, adalah evaluasi pengadaan jasa
konsultansi berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan
biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis
serta biaya.'*

c. metoda evaluasi pagu anggaran, adalah evaluasi pengadaan
berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang
penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan pagu
anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta
biaya.'*’

d. metoda evaluasi biaya terendah, adalah evaluasi pengadaan jasa
konsultansi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah dari
konsultan yang nilai penawaran teknisnya diatas ambang batas
persyaratan teknis yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan
klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.’”

e. metoda evaluasi penunjukan langsung, adalah evaluasi terhadap hanya
satu penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitas teknis yang
dapat dipertanggungjawabkan dan biaya yang wajar setelah dilakukan
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.*"*

1% hid., Pasal 24

Y97 |bid.Pasal 24 ayat 2
19 |bid.Pasal 24 ayat 3
199 |bid.Pasal 24 ayat 4
20 |hid.Pasal 24 ayat 5

2 |pid.Pasal 24 ayat 6
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BAB 3

ANALISA PEMBUKTIAN ATAS DUGAAN PRAKTIK ANTI
PERSAINGAN PADA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
PROGRAM KONVERSI ENERGI MINYAK TANAH KE LPG

(PERKARA NOMOR: 41/KPPU-L/2010)

3.1.Kasus Posisi Dalam Perkara Berdasarkan Putusan KPPU Nomor:
41/KPPU-L/2010

Kasus ini bermula dengan adanya laporan yang diterima oleh Sekretariat
Komisi tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana (Jasa Konsultasi)®®?
Konversi Energi Minyak Tanah ke ELPIJI di Lingkungan Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun
Anggaran 2009. Berdasarkan laporan tersebut maka KPPU melakukan
pemeriksaan pendahuluan perkara dengan menerbitkan penetapan Nomor
164/KPPU/PEN/X/2010 pada tanggal 13 Oktober 2010 dengan jangka waktu
pemeriksaan sampai dengan 24 November 2010.%%

Dari hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut Tim Pemeriksa KPPU
menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada tender pengadaan sarana dan
prasarana konversi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
tersebut. Atas hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut, KPPU melanjutkan
pemeriksaan ke tahap pemeriksaan lanjutan dengan menerbitkan Penetapan
Komisi Nomor 170/KPPU/PEN/XI1/2010 pada tanggal 24 November 2010 untuk
melakukan pemeriksaan lanjutan perkara Nomor 41/KPPU-L/2010. Pemeriksaan

lanjutan tersebut kemudian diperpanjang oleh KPPU dengan menerbitkan

202 jasa Konsultasi adalah Layanan jasa keahlian professional dalam berbagai bidang yang
meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dan jasa pelayanan profesi
lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang
disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat
Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran. Pasal 1 angkat 13 Keppres No.80 Tahun
2003.

203 pytusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2010KPPU.
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Keputusan Komisi Nomor 59/KPPU/Kep/11/2011 tanggal 22 Februari 2010
tentang perpanjangan pemeriksaan perkara.?*

Adapun tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi ini
dilatarbelakangi oleh adanya program pemerintah untuk mengkonversi Minyak
Tanah ke LPG yang dimulai pada tahun 2007 sampai tahun 2012. Dalam rangka
melaksanakan tender tersebut, dibentuklah Panitia Pengadaan Sarana dan
Prasarana Konversi Energi TA 2009 pada tanggal 09 Januari 2009 melalui
Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang Nomor: 307.K/73/DJM.S/2009 tentang Panitia Pengadaan
Sarana dan Prasarana Konversi Energi TA 20009.

Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi TA 2009
membagi kegiatan pendampingan menjadi 12 kegiatan, dimana 12 kegiatan
tersebut dapat dikelompokkan lagi menjadi 5 kegiatan besar yang terdiri dari: 2
kegiatan edukasi dan sosialisasi, 3 kegiatan untuk pengawasan, 3 kegiatan untuk
inventarisasi, 3 kegiatan pendataan, serta 1 paket kegiatan evaluasi. Untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana
Konversi Energi TA 2009 mengadakan tender guna memenuhi kebutuhan jasa
konsultasi bagi pelaksanaan 12 kegiatan tersebut.

Adapun yang menjadi objek perkara dalam pemeriksaan KPPU
sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah tender 12 (dua belas) paket pekerjaan
Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi dengan nilai tender secara keseluruhan adalah
Rp.396.537.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam miliar lima ratus tiga
puluh tujuh juta rupiah) dengan sumber dana APBN tahun anggaran 2009.
Pengadaan tender dalam perkara ini diumumkan pada tanggal 30 Januari 2009
dengan Pengumuman Lelang Nomor 01/PSPKE-MIGAS/2009 dan Nomor
02/PSPKE-MIGAS/2009. Setelah tahap pengumuman, dibuka tahap Pendaftaran
dan Prakualifikasi pada tanggal 30 Januari 2009 hingga 11 Februari 2009. Dimana

24 Ipid.
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nilai pengadaan setiap paket dari 12 paket tender tersebut adalah sebagai berikut

205

ini:
Tabel 3.1.Nilai Pengadaan Setiap Paket Tender

No Nama Paket Nilai (Rp)
Paket | Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program | 48.119.000.000
| Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan

Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah |
Paket | Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program | 45.711.000.000
I Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan

Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah |
Paket | Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana | 32.638.000.000
Il dan Prasarana Konversi Energi Wilayah |
Paket | Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana | 42.414.625.000
v dan Prasarana Konversi Energi Wilayah 11
Paket | Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana | 34.956.000.000
\ dan Prasarana Konversi Energi Wilayah 111
Paket | Inventarisasi dan  Pengembangan Infrastruktur | 27.322.000.000
Vi Penyediaan =~ LPG dan  Verifikasi  Distribusi

Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah |
Paket | Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur | 21.164.000.000
VII Penyediaan LPG dan  Verifikasi  Distribusi

Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah 11
Paket | Inventarisasi dan  Pengembangan Infrastruktur | 28.173.000.000
VI Penyediaan LPG dan  Verifikasi  Distribusi

Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah I111
Paket | Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg | 28.044.000.000
IX di Wilayah yang akan Terkonversi pada Kegiatan

Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi

Wilayah |
Paket | Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg | 28.742.000.000

2% 1hid.
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X di Wilayah yang akan Terkonversi pada Kegiatan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi
Wilayah |
Paket | Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg | 32.254.000.000
XI di Wilayah yang akan Terkonversi pada Kegiatan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi
Wilayah |
Paket | Evaluasi Mutu Tabung LPG 3 Kg 27.000.000.000

Xl

(sumber: Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2010KPPU)

Sistem Pengadaan yang diterapkan dalam tender pengadaan ini adalah
Prakualifikasi 2 (dua) sampul dengan sistem evaluasi kualitas dan biaya.
Pembukaan sampul pertama dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap segi
administrasi dan teknis, sementara pembukaan sampul kedua dilakukan untuk
melakukan penilaian terhadap biaya.

Hasil dari evaluasi prakualifikasi itu sendiri diumumkan pada tanggal 16
Februari 2009 dan Atas hasil prakualifikasi tersebut tidak terdapat adanya
sanggahan yang diterima pada masa sanggah yaitu tanggal 16 -20 Februari 2009.
Terhadap peserta tender yang masuk dalam daftar pendek/ shortlist maka
melakukan pengambilan Dokumen RKS (Rencana kerja dan syarat-syarat) dan
KAK (kerangka acuan kerja) pada tanggal 24-26 Februari 2009 serta mengikuti
Berita Acara Penjelasan/Aanwijzing pada tanggal 26 Februari 20009.

Setelah pengumuman hasil prakualifikasi, peserta tender yang masuk
dalam daftar pendek (shortlist) melanjutkan ke tahap periode pemasukan
Dokumen Penawaran yang dilaksanakan tanggal 27 Februari — 10 Maret 2009.
Dimana Pembukaan dokumen penawaran Sampul | (Administrasi dan Teknis)
dilakukan pada tanggal 10 Maret dan hasilnya diumumkan pada tanggal 16 Maret
2009. Tahap setelah pembukaan Dokumen Penawaran Sampul | maka dilakukan
pembukaan Dokumen Penawaran Sampul Il yang hanya dilakukan terhadap 3
(tiga) peserta dengan peringkat teknis tertinggi dari hasil pembukaan dokumen
sampul I. Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul Il ini dilaksanakan pada

tanggal 17 Maret 2009 dengan menempatkan peserta tender dengan nilai biaya
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yang paling rendah dari pagu anggaran sebagai peringkat pertama dan secara
berurutan diikuti oleh peserta tender dengan penilaian biaya yang paling jauh dari
nilai pagu anggaran sebagai peringkat ke-2 dan ke-tiga.

Berdasarkan hasil pembukaan Dokumen Sampul 1 (teknis dan
administrasi) dan pembukaan Dokumen Sampul Il (biaya), Panitia menetapkan
calon pemenang yang terdiri dari 3 (tiga) peserta tender secara berurutan sebagai
calon pemenang 1, calon pemenang 2, dan calon pemenang 3 pada setiap paket
kegiatan dalam tender tersebut. Panitia kemudian mengirimkan Surat Usulan
Calon Pemenang kepada PPK dan Pengumuman Calon Pemenang yang
dilaksanakan tanggal 20 Maret 2009. Panitia mengundang Calon Pemenang
masing - masing Paket untuk melakukan Klarifikasi dan Negosiasi. Setelah
dilakukan  Kilarifikasi PPK

Penetapan/Penunjukkan Pemenang. Berikut ini adalah tabel calon pemenang 1,

dan  Negosiasi, mengeluarkan  Surat
calon pemenang 2 dan calon pemenang 3 untuk setiap paket pekerjaan dalam

tender pengadaan sarana dan prasarana konversi energi :2%

Tabel 3.2.Calon Pemenang Dalam Setiap Paket Tender

No | Paket | Calon Pemenang | | Calon Pemenang Il | Calon Pemenang
i

1 Paket PT.Gita Persada | PT.Ciptanusa Buana PT.Nusa
I Sentosa Consultants

2 Paket PT.Ciptanusa PT.Gita Persada PT.Nusa
I Buana Sentosa Consultants

3 Paket PT.Gita Persada | PT.Kencana Mandiri PT.Nusa
i Uli Nusantara Consultants

4 Paket PT.Data Aksara | PT.Nusa Consultants | PT.Ciptanusa Buana
v Matra Sentosa

5 Paket | PT.Extensa Winaya | PT.Laras Respati PT.Ciptanusa Buana
\ Fakta Utama Sentosa

6 Paket PT.Nusa PT.Extensa Winaya | PT.Ciptanusa Buana
2% Ipid.
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VI Consultants Fakta Sentosa

7 Paket PT.Rasicipta PT.Manggala PT.Extensa Winaya
VIl Consultama Pirsatera Fakta

8 Paket PT.Kaibon PT.Ciptanusa Buana PT.Data Aksara
VIl Rasirekayasa Sentosa Matra

9 Paket PT.Nusa PT.Kencana Mandiri PT.Rasicipta
IX Consultants Uli Nusantara Consultama

10 | Paket PT.Kencana PT.Ciptanusa Buana PT.Laras Respati
X Mandiri Uli Sentosa Utama

Nusantara

11 | Paket PT.Laras Respati PT.Kaibon PT.Kencana Mandiri
Xl Utama Rasirekayasa Uli Nusantara

12 | Paket Konsorsium PT.Laras Respati PT.Ciptanusa Buana
Xl Surveyor Indonesia Utama Sentosa

dan PT.Sucofindo

(sumber: Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2010KPPU)

Dari penetapan hasil calon pemenang ini, timbul dugaan adanya praktik
anti persaingan yang terjadi dalam Tender Jasa Konsultasi Pengadaan Sarana dan
Prasarana Konversi Energi Minyak Tanah ke ELPIJI. Dimana diduga terdapat
adanya praktik persekongkolan dalam tender ini yang kemudian dilaporkan
kepada KPPU. Berdasarkan laporan tersebut KPPU melakukan penyelidikan dan
analisis terhadap tender tersebut yang menghasilkan temuan mengenai adanya
praktik persekongkolan tender yang dilakukan oleh para peserta tender dan panitia

pengadaan.

3.1.1.Para Pihak yang Berperkara

Dalam perkara yang terdapat dalam Putusan KPPU Nomor: 41/KPPU-
L/2010 ini, salah satu pihak yang terlibat ialah KPPU sebagai otoritas yang
berwenang untuk menilai sekaligus memutuskan dugaan atas pelanggaran praktik
persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha terlapor dan
Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi. Sedangkan para
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Terlapor dalam perkara ini diantaranya adalah PT. Gita Persada (Terlapor 1), PT
Nusa Consultants (Terlapor I1), PT Extensa Winaya Fakta (Terlapor Il1), PT Laras
Respati Utama (Terlapor 1V), Konsorsium PT Surveyor Indonesia dengan PT
Sucofindo (Terlapor V), Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi
Dirjen Migas TA 2009 (Terlapor VI), PT Ciptanusa Buana Sentosa (Terlapor
VII), PT Kencana Mandiri Uli Nusantara (Terlapor VIII), PT Data Aksara Matra

(Terlapor 1X), dan PT. Rasicipta Consultama (Terlapor X). 2%’

3.1.2.Dugaan Pelanggaran Menurut KPPU dan Putusan KPPU

Berdasarkan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh selama
proses pemeriksaan lanjutan oleh Tim Pemeriksa (Investigator), maka ditemukan
bukti yang cukup adanya pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999. Dimana diduga telah terjadi praktik persekongkolan tender yang
dilakukan secara horizontal (antar sesama peserta tender) dan vertikal (antara
peserta tender dengan panitia tender). Dimana dugaan tentang adanya Praktik
Persekongkolan Secara Horizontal dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

1. Adanya kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon
pemenang 1, calon pemenang 2, dan calon pemenang 3 pada seluruh
paket tender;

2. Adanya kesamaan Dokumen Proposal Teknis / Metodologi Pelaksanaan
Pekerjaan Para Peserta pada seluruh paket tender yang ditandai juga
dengan kesalahan penulisan yang sama;

3. Adanya kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot Terlapor | dan
Terlapor VII pada Paket I dan II.

Sedangkan dugaan tentang adanya praktik persekongkolan tender secara

vertikal didasari adanya praktik-praktik dan fakta sebagai berikut ini :

1. Adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan pada saat proses klarifikasi

dan negosiasi teknis dan biaya;

27 pytusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2010KPPU, hal.3-6.
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2. Adanya tindakan Panitia Tender yang meminta dokumen tambahan
kepada seluruh calon pemenang setelah batas akhir pemasukan
dokumen;

3. Fakta bahwa panitia tidak mengindahkan kesalahan penghitungan total
biaya Rate Spot Terlapor | dan Terlapor VII pada Paket I dan Il dan
membiarkan kesalahan Terlapor X dalam menyusun Metode
Pelaksanaan Paket 1V;

4. Fakta bahwa panitia tidak mengindahkan kesamaan format dan
kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen teknis para peserta dalam

Tender.

Berdasarkan temuan atas praktik dan fakta-fakta hukum tersebut, majelis
komisi kemudian memberikan putusan pada tanggal 13 Mei 2011 yang pada
intinya menyatakan Terlapor |: PT Gita Persada, Terlapor II: PT Nusa
Consultants, Terlapor Ill: PT Extensa Winaya Fakta, Terlapor IV: PT Laras
Respati Utama, Terlapor V: Konsorsium PT Surveyor Indonesia dengan PT
Sucofindo, Terlapor VI: Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi
Dirjen Migas Tahun Anggaran 2009, Terlapor VII: PT Ciptanusa Buana Sentosa,
Terlapor VIII: PT Kencana Mandiri Uli Nusantara, Terlapor IX: PT Data Aksara
Matra dan Terlapor X: PT Rasicipta Consultama terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3.2. Analisis Terhadap Pembuktian KPPU Mengenai Penerapan Pasal 22 UU
No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU dalam Memutus Perkara Persekongkolan
Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Konversi Energi

Dalam perkara persekongkolan tender pada pengadaan sarana dan
prasarana (jasa konsultasi) konversi energi di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas

Bumi (“Dirjen Migas”) ini, majelis komisi menggunakan Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai dasar untuk membuat putusan. Dalam hal

ini akan diadakan analisa terhadap putusan KPPU mengenai dugaan tentang

adanya praktik anti-persaingan dalam proses tender yang dilakukan oleh peserta

tender maupun panitia dalam pengadaan jasa konsultasi pada program konversi
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energi Minyak Tanah ke LPG di Dirjen Migas tersebut, dengan meninjau dari
beberapa aspek :
1. Analisa dengan melihat pada perspektif hukum persaingan usaha yang
mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999, khususnya mengenai penguraian Unsur dalam Pasal 22 beserta
Pedoman Pasal 22 yang diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 2
Tahun 2010;
2. Analisa atas fakta yang melandasi dugaan adanya praktik
persekongkolan tender tersebut dan ditambah dengan pemahaman
yang merujuk pada Putusan KPPU dalam beberapa perkara

persekongkolan tender sebelumnya.

Mengacu pada pendekatan yang dirumuskan terhadap Praktik
Persekongkolan Tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu Rule
of Reason, maka diperlukan adanya pembuktian dalam menentukan telah
terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Untuk itu perlu
diketahui apakah proses tender tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur atau
melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.’®® Dalam hal ini harus
dilakukan pembuktian yang mendalam atas pemenuhan unsur-unsur yang terdapat
dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun, Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur
dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut,

berikut adalah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut :
1. Unsur Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang
dimaksud dengan “pelaku usaha” adalah :
“Pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

208 K omisi Pengawas Persaingan Usaha, Ibid., hal.12.
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Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi.”

Dalam putusan Nomor: 41/KPPU-L/2010 ini, KPPU menyatakan bahwa
Terlapor I, Terlapor Il, Terlapor Ill, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII,
Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X adalah pelaku usaha. Sehubungan dengan
pembuktian terhadap pemenuhan unsur “pelaku usaha” maka diketahui bahwa
Terlapor | (PT Gita Persada), Terlapor Il ( PT Nusa Consultants), Terlapor Il
(PT Extensa Winaya Fakta), Terlapor IV (PT Laras Respati Utama), Terlapor V
(Konsorsium PT Surveyor Indonesia dengan PT Sucofindo), Terlapor VII (PT
Ciptanusa Buana Sentosa), Terlapor VIII (PT Kencana Mandiri Uli Nusantara),
Terlapor IX (PT Data Aksara Matra) dan Terlapor X (PT Rasicipta Consultama),
kesemuanya merupakan pelaku usaha berbadan hukum (perseroan terbatas) yang
didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Merujuk dari fakta-fakta yang dipaparkan tersebut, maka dalam hal ini
Terlapor I, Terlapor 11, Terlapor Ill, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII,
Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X merupakan badan usaha berbentuk
perseroan terbatas yang dalam hal ini telah memenuhi unsur pelaku usaha
seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999.

2. Unsur Bersekongkol

Mengacu pada Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam
Tender disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Bersekongkol” adalah sebagai
berikut ini:

“Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan

pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya untuk

memenangkan peserta tender tertentu”

Dalam hal ini pedoman tersebut juga menyebutkan bahwa unsur
bersekongkol ini antara lain dapat berupa :

1. Kerjasama antar dua pihak atau lebih;

29 Indonesia, Ibid., UU No.5 Tahun 1999, Pasal 1 angka (5).

219 K omisi Pengawas Persaingan Usaha, Ibid., hal.6.
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2. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan

penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;

Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;

Menciptakan persaingan semu;

Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;

Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui

bahwa tindakan dilakukan untuk mengatur dalam rangka

memenangkan peserta tender tertentu;

7. Pemberian kesempatan ekslusif oleh penyelenggara tender atau pihak
terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha
yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.***

IS N

Dalam kasus ini menurut KPPU telah terjadi praktik Persekongkolan
Horizontal dan Persekongkolan Vertikal. Dimana dugaan persekongkolan secara
horizontal tersebut didasari atas temuan fakta tentang adanya kesamaan harga
satuan dan jumlah biaya para calon pemenang pada seluruh paket tender, adanya
kesamaan dokumen beserta kesalahan pengetikan yang sama dan kesalahan
penghitungan total biaya Ratespot Terlapor | dan Terlapor VII.

Sedangkan dugaan persekongkolan secara vertikal didasari adanya temuan
tentang adanya tindakan Panitia Tender yang meminta dokumen tambahan kepada
seluruh calon pemenang setelah batas akhir pemasukan dokumen, perubahan
ruang lingkup pekerjaan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan
biaya, fakta bahwa Panitia tidak mengindahkan kesalahan penghitungan total
biaya Rate Spot Terlapor | dan Terlapor VII pada Paket | dan Il dan membiarkan
kesalahan Terlapor X dalam menyusun metode pelaksanaan Paket IV serta panitia
tidak mengindahkan kesamaan format dan kesamaan kesalahan penulisan pada
dokumen teknis para peserta dalam Tender. Dalam hal ini, analisa akan dilakukan
dengan tinjauan mengenai pembuktian terhadap fakta-fakta yang menjadi dasar
adanya dugaan persekongkolan horizontal dan vertikal dalam perkara ini, sebagai
berikut :
2.1.Persekongkolan Horizontal

a. Kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1,
calon pemenang 2, dan calon pemenang 3 pada seluruh paket tender.

Dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa diantara Calon Pemenang 1,

Calon Pemenang 2 dan Calon Pemenang 3 pada setiap Paket Tender terdapat

2 id.
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adanya Kesamaan harga satuan dan jumlah biaya dalam nilai penawaran yang
diajukan. Dimana adanya kesamaan mengenai harga satuan dan jumlah biaya dari

para calon pemenang dapat dilihat dalam tabel prosentase berikut ini:

Tabel 3.3. Prosentase Persamaan Harga Satuan dan Jumlah Biaya antara
Calon Pemenang di Setiap Paket

No | Paket Prosentase Harga Satuan | Prosentase Jumlah Biaya
1 | Paketl 86.48 45.94
2 | Paket Il 87.5 86.97
3 | Paket Il 80.57 57.43
4 | Paket IV 73.76 64.43
5 | PaketV 95.00 92.00
6 | Paket VI 89.07 87.15
7 | Paket VII 100.0 98.86
8 | Paket VIII 99.77 90.88
9 | Paket IX 91.37 91.37
10 | Paket X 95.01 95.01
11 | Paket XI 90.22 90.88
12 | Paket XIlI 94.68 95.21

(sumber: Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2010KPPU)

Dari temuan tersebut KPPU menyatakan bahwa fakta mengenai adanya
kesamaan harga satuan dan jumlah biaya dalam dokumen penawaran merupakan
salah satu fakta yang dapat dijadikan indikasi adanya praktik persekongkolan
horizontal. Dalam hal ini pedoman yang digunakan peserta tender untuk
menentukan harga satuan dalam pedoman yang berbentuk Kisaran/range biaya
dari INKINDO (lkatan Nasional Konsultan Indonesia) dan BAPPENAS (Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional), sehingga menurut KPPU adalah mustahil
bagi Calon Pemenang tersebut untuk menggunakan harga satuan yang sama pada
setiap jenis item harga satuan dalam dokumen penawaran.

Menurut Investigator KPPU pada Perkara ini, tidak dimungkinkan adanya

kemiripan harga dan ini merupakan indikasi awal adanya persekongkolan.
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Sehubungan dengan hal tersebut dalam putusan juga disampaikan bahwa atas
persamaan harga tersebut KPPU menilai telah terjadi kerjasama diantara para
peserta dalam menyusun dokumen penawaran biaya. **?

Dalam hal ini fakta kesamaan harga satuan dan jumlah biaya dalam
dokumen penawaran tidak serta merta dapat dijadikan dugaan bahwa telah terjadi
suatu persekongkolan horizontal. Karena dalam hal ini masih terdapat
kemungkinan adanya kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antar para Calon
Pemenang dalam suatu tender pengadaan yang wajar. Meskipun demikian,
adanya fakta bahwa terdapat kesamaan harga satuan dan jumlah biaya tersebut
memang tidak menutup kemungkinan adanya bentuk kerja sama dari para Calon
Pemenang, namun hal tersebut juga harus didukung dengan adanya fakta
mengenai adanya komunikasi langsung atau kerja sama yang dilakukan oleh para
Calon Pemenang maupun bukti lain yang membentuk persesuaian diantaranya.

Guna melihat lebih jelas mengenai pandangan terhadap adanya kesamaan
harga/jumlah biaya antar peserta tender sebagai suatu bentuk persekongkolan
horizontal, dapat dilihat bagaimana KPPU melihat adanya fakta tersebut dalam
beberapa putusan-putusan KPPU dalam perkara persekongkolan tender
sebelumnya yang mencakup adanya fakta mengenai adanya kesamaan

harga/jumlah biaya penawaran, sebagai berikut ini:

Tabel 3.4. Putusan KPPU terhadap Fakta Terkait Adanya Kesamaan
Harga/Jumlah Biaya

No | Nomor Putusan Analisis KPPU mengenai temuan atas
Fakta dan Praktik terkait Kesamaan

Harga/Biaya

1 Putusan  N0:08/KPPU- | Ditemukan adanya kesamaan mengenai
L/2004 Harga, namun didukung dengan temuan
adanya pertemuan dari para terlapor untuk

melakukan pengaturan harga. Atas temuan ini

KPPU memutus bersalah para Terlapor

212 Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis kepada Wahyu Bekti Anggoro,
Invesitgator KPPU di Kantor KPPU pada tanggal 12 Desember 2011
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kerena telah melakukan Persekongkolan

2 Putusan  No0:14/KPPU- | Atas temuan kesamaan pengajuan harga
L/2007 penawaran, Majelis Komisi menyatakan hal
tersebut tidak bertujuan untuk melakukan

persesuaian harga/persaingan semu

3 Putusan  No0:16/KPPU- | Adanya harga penawaran yang mirip
L/2007 didukung dengan temuan tentang adanya
pertukaran softopy dokumen penawaran,
menunjukkan adanya komunikasi untuk
melakukan pengaturan harga. KPPU memutus
bahwa tindakan tersebut adalah bentuk
persekongkolan.

4 Putusan  N0:20/KPPU- | Adanya kemiripan harga penawaran ditambah
L/2007 fakta mengenai kepemilikan saham para
perusahaan terlapor oleh orang yang sama,
dinilai sebagai tindakan saling menyesuaikan

harga dalam persekongkolan.

5 Putusan  No:17/KPPU- | Kesamaan nilai harga penawaran antara dua
L/2008 terlapor ditambah fakta mengenai adanya
kepemilikan saham oleh orang yang serta
surat dukungan yang sama dalam dokumen

penawaran dinilai oleh KPPU sebagai bentuk

kerja sama persekongkolan horizontal.

(sumber: data diolah dari http://www.kppu.go.id/id/putusan)

Dari putusan-putusan KPPU tersebut dapat dilihat bahwa fakta mengenai
adanya kesamaan harga penawaran/jumlah biaya memang dapat dilihat sebagai
indikasi adanya tindakan persekongkolan horizontal, namun fakta mengenai
kesamaan harga penawaran/jumlah biaya tersebut harus didukung oleh bukti-bukti
lain yang memberikan indikasi tentang adanya persekongkolan horizontal, seperti
adanya temuan mengenai pertemuan antara para peserta untuk menyesuaikan
harga, pertukaran softcopy dokumen penawaran dan lain-lain. Hal ini dikarenakan

bahwa fakta atas adanya kesamaan harga satuan dan/atau jumlah biaya penawaran
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tersebut tak lain merupakan suatu bukti tidak langsung, sehingga dalam
pembuktiannya diperlukan bukti lain yang dapat mendukung dugaan atas praktik
persekongkolan horizontal tersebut. Dalam hal ini maka harus dilihat juga
pembuktian terhadap fakta-fakta lain dalam perkara ini.

Lebih lanjut dalam hukum persaingan usaha sendiri dikenal adanya konsep
bukti langsung (direct evidence) dan bukti tidak langsung (indirect evidence).
Bukti Langsung (direct evidence/hard evidence) merupakan bukti yang
menunjukkan adanya suatu perjanjian penetapan harga/persekongkolan, dimana
dalam bukti tersebut terdapat kesepakatan dan substansi dari kesepakatan
tersebut.?®* Sedangkan bukti tidak langsung (indirect evidence) adalah suatu bukti
yang tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan penetapan
harga/persekongkolan, dimana bukti ini tidak dapat menjelaskan secara spesifik
dan jelas materi kesepakatan antar pelaku usaha.”**

Dalam hal ini pembuktian akan menjadi lebih mudah apabila ditemukan
Direct Evidence mengenai kesepakatan atas persekongkolan dalam tender, namun
pada faktanya Direct Evidence sangat sulit untuk diperoleh. Hal demikian juga
disampaikan oleh Kepala Bidang Advokasi KPPU yang mengatakan bahwa
temuan bukti langsung dalam perkara-perkara persekongkolan tender sangat sulit
untuk diperoleh dalam pembuktian. Oleh karenanya dalam hal ini pembuktian
lebih sering dilakukan berdasarkan temuan atas bukti tidak langsung. **°

Dalam hukum persaingan usaha, bukti terjadinya persekongkolan tender
dianggap cukup apabila ditemukan beberapa petunjuk atau bukti tidak langsung
(Indirect evidence) yang bersesuaian dengan beberapa peristiwa lainnya (plus
factore).”*® Dengan kata lain bukti tidak langsung tidak dapat berdiri sendiri
sebagai bukti yang cukup untuk membuktikan adanya suatu persekongkolan. Oleh

213 KPPU, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penetapan Harga.

214 http://law.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee6ad5620901/indirect-evidence-bisa-
buktikan-persekongkolan-tender (diakses pada tanggal 2 Januari 2012 pada Pukul 11:00 WIB)

215 Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis kepada Zaki Zein Badroen, Kepala
Bidang Advokasi KPPU di Kantor KPPU pada tanggal 12 Desember 2011.

218 Mahkamah Agung, Putusan No. 906 K/Pdt. Sus/2010.
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karena itu dalam analisa pembuktian perkara ini, temuan atas fakta yang berupa
bukti tidak langsung harus dilihat persesuaiannya dengan pembuktian atas fakta-
fakta lain yang mendasari adanya dugaan persekongkolan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kembali pada pembahasan analisis
perkara dalam putusan Nomor: 41/KPPU-L/2010 ini maka temuan atas adanya
kesamaan harga satuan dan jumlah biaya dari para Calon Pemenang Terlapor
merupakan suatu bukti tidak langsung (indirect evidence), dimana perlu
dibuktikan terlebih dahulu bukti-bukti lain dalam perkara dan melihat persesuaian
diantaranya guna membuktikan apakah memang dugaaan atas praktik

persekongkolan horizontal benar terjadi dalam perkara ini.

b. Adanya Kesamaan Dokumen Proposal Teknis / Metodologi
Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta pada masing-masing paket
tender (Paket I, I, 111, V, VII, IX, X, XI dan XII) yang ditandai juga
dengan kesalahan penulisan yang sama
Selain fakta kesamaan atas harga satuan dan jumlah biaya diantara Calon

Pemenang Terlapor, ditemukan juga fakta mengenai adanya kesamaan dalam
dokumen proposal teknis/metodologi pelaksanaan yang disertai dengan kesalahan
penulisan/pengetikan yang sama dalam dokumen penawaran pada masing-masing
paket tender dalam perkara ini. Dimana kesamaan Dokumen Proposal
Teknis/Metode Pelaksanaan dan kesalahan penulisan/pengetikan tersebut dapat
dilihat sebagai berikut ini :
i. Pada Paket | terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen
teknis,kesamaan format penulisan dalam rencana anggaran biaya
(“RAB”) serta kesalahan penulisan yang sama antara PT Gita
Persada (Terlapor I) dan PT Ciptanusa Buana Sentosa (Terlapor
VII) yang masing-masing merupakan Calon Pemenang 1 dan 2
dalam Paket Tender tersebut;
ii. Pada Paket Il terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen
teknis,kesamaan format penulisan dalam rencana anggaran biaya
(“RAB”) serta kesalahan penulisan yang sama antara PT Gita

Persada (Terlapor 1) dan PT Ciptanusa Buana Sentosa (Terlapor
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VII) yang masing-masing merupakan Calon Pemenang 2 dan 1
dalam Paket Tender tersebut;

Pada Paket Il terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen
teknis,kesamaan kesalahan penulisan dan jobdesk kegiatan yang
sama antara PT Gita Persada (Terlapor 1) dan PT Nusa Consultant
(Terlapor 11) yang masing-masing merupakan Calon Pemenang 1
dan 3 dalam Paket Tender tersebut;

Pada Paket V terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen
teknis dan kesamaan kesalahan pengetikan yang sama antara PT
Extensa Winaya Fakta (Terlapor Ill) dan PT Laras Respati Utama
(Terlapor 1V) yang masing-masing merupakan Calon Pemenang 1
dan 2 dalam Paket Tender tersebut;

Pada Paket VII terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen
teknis serta kesalahan penulisan yang sama pada dokumen teknis
antara PT Rasicipta Consultama (Terlapor X) dan PT Extensa
Winaya Fakta (Terlapor I11) yang masing-masing merupakan Calon
Pemenang 1 dan 3 dalam Paket Tender tersebut;

Pada Paket IX terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen
teknis serta kesalahan penulisan yang sama pada dokumen teknis
antara PT Nusa Consultant (Terlapor IlI) dan PT Rasicipta
Consultama (Terlapor X) yang masing-masing merupakan Calon
Pemenang 1 dan 3 dalam Paket Tender tersebut;

Pada Paket X terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen
teknis serta kesalahan penulisan yang sama pada dokumen teknis
antara PT Kencana Mandiri Uli Nusantara (Terlapor VIII) dan PT
Ciptanusa Buana Sentosa (Terlapor VII) yang masing-masing
merupakan Calon Pemenang 1 dan 2 dalam Paket Tender tersebut;
Pada Paket XI terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen
teknis serta kesalahan penulisan yang sama pada dokumen teknis
antara PT Kaibon Rasirekayasa dan PT Laras Respati Utama
(Terlapor 1V) yang masing-masing merupakan Calon Pemenang 1

dan 2 dalam Paket Tender tersebut;
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iXx. Pada Paket XII terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen
teknis serta kesalahan penulisan yang sama pada dokumen teknis
antara Konsorsium PT.Surveyor Indonesia dengan PT Sucofindo
(Terlapor V) dan PT Laras Respati Utama (Terlapor IV) yang
masing-masing merupakan Calon Pemenang 1 dan 2 dalam Paket

Tender tersebut;

KPPU menyatakan bahwa fakta kesamaan/persesuaian isi dan format pada
dokumen teknis serta kesalahan penulisan/pengetikan yang sama pada dokumen-
dokumen teknis dalam paket-paket tender yang disebutkan diatas merupakan
salah satu fakta yang dapat dijadikan dugaan adanya praktik persekongkolan
horizontal dan dinilai telah terjadi kerjasama diantara para peserta dalam
menyusun dokumen penawaran.

Dalam hal ini memang tidak dimungkinkan adanya kesamaan isi dan
format dokumen serta format dan letak kesalahan penulisan/pengetikan yang
sama antara dokumen peserta tender satu sama lainnya tanpa adanya
komunikasi/kerja sama diantara para peserta tender atau paling tidak disusun oleh
orang yang sama. Ditambah fakta bahwa panitia tidak pernah memberikan format
baku maupun softcopy untuk acuan dalam melakukan penyusunan dokumen,
maka fakta mengenai adanya kesamaan isi dan format serta kesalahan
penulisan/pengetikan merupakan suatu fakta yang diduga kuat merupakan hasil
kerjasama persekongkolan horizontal oleh para Terlapor dalam melakukan
penyusunan/penyesuaian dokumen penawaran.

Untuk melihat lebih jelas mengenai pandangan terhadap kesamaan isi dan
format serta kesalahan penulisan/pengetikan dalam dokumen penawaran antar
peserta tender sebagai suatu bentuk persekongkolan horizontal, dapat dilihat
bagaimana KPPU melihat adanya fakta tersebut dalam beberapa putusan-putusan
KPPU dalam perkara persekongkolan tender sebelumnya yang mencakup adanya
fakta mengenai adanya kesamaan isi dan format serta kesalahan

penulisan/pengetikan, sebagai berikut ini:
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Tabel 3.5. Putusan KPPU terhadap Fakta Terkait Adanya Kesamaan

Dokumen Penawaran dan/atau Kesamaan Kesalahan Pengetikan/Penulisan

No | Nomor Putusan Analisis KPPU mengenai temuan atas
Fakta dan Praktik terkait Kesamaan Isi
dan Format serta Kesalahan Penulisan

dalam Dokumen

1. | Putusan  No:17/KPPU- | Adanya kesamaan kesalahan dinilai sebagai
L/2006 persekongkolan horizontal. Menurut KPPU
dokumen penawaran tersebut disiapkan oleh
orang yang sama atau setidaknya disusun

secara bersama-sama.

2 Putusan No:8/KPPU- | Kesamaan kesalahan pengetikan antara
L/2007 Terlapor dinilai sebagai tindakan
bersekongkol dengan penyesuaian dokumen

dan mencederai persaingan dalam tender.

3. | Putusan  No0:16/KPPU- | Adanya kesamaan kesalahan penulisan dinilai
L/2007 menunjukkan komunikasi dan pertukaran
informasi harga penawaran antar para peserta
tender. Dimana diikuti adanya fakta harga

penawaran yang mirip.

4. | Putusan No:5/KPPU- | Adanya dokumen penawaran yang sama
L/2008 dinilai  sebagai bentuk persekongkolan
walaupun tidak ditemukan bukti interaksi

langsung.

5. |Putusan  N0:26/KPPU- | Kesamaan kesalahan penulisan dianggap
L/2008 sebagai tindakan pengaturan dokumen yang

merupakan suatu persekongkolan

6. | Putusan  No0:28/KPPU- | Kesamaan format dan kesalahan pengetikan
L/2008 diakibatkan format baku dari dokumen
penawaran panitia yang harus diisi. Oleh

karenanya tidak dianggap sebagai
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persekongkolan horizontal.

7. | Putusan  No0:23/KPPU- | Kesamaan format dan kesalahan pengetikan
L/2009 tidak dianggap sebagai persekongkolan
karena merujuk format softcopy dari Panitia

8. | Putusan No: 34/KPPU- | Kesamaan format dan kesalahan pengetikan
L/2009 dinilai  sebagai  persekongkolan karena

menciptakan persaingan semu

9. |Putusan  N0:03/KPPU- | Adanya kesamaan kesalahan penulisan dinilai

L/2010 sebagai persekongkolan horizontal.
10. | Putusan  No0:40/KPPU- | Adanya kesamaan format dan susunan
L/2010 dokumen penawaran serta  kesalahan
pengetikan merupakan bentuk

persekongkolan horizontal

(sumber: data diolah dari http://www.kppu.go.id/id/putusan)

Bisa dilihat bahwa hampir semua putusan-putusan KPPU tersebut melihat
adanya kesamaan dokumen penawaran dan/atau kesamaan kesalahan
penulisan/pengetikan dalam dokumen peserta tender sebagai fakta yang
merupakan indikasi adanya suatu persaingan semu/persekongkolan horizontal
diantara para peserta tender. Karena fakta tersebut mengindikasikan adanya kerja
sama dalam penyesuaian dokumen antara peserta tender. Adapun fakta mengenai
kesamaan format dan kesalahan penulisan itu tidak dianggap sebagai bentuk
persekongkolan apabila terdapat fakta bahwa kesamaan tersebut diakibatkan
adanya pemberian format baku oleh Panitia.”*’

Dalam hal ini temuan atas fakta adanya kesamaan format dokumen
penawaran dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Calon Pemenang
Tender ditambah persesuaian atas fakta mengenai adanya kesamaan harga satuan
dan jumlah biaya telah cukup untuk membuktikan adanya praktik Persekongkolan
Tender Horizontal dalam Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi

Energi ini. Namun dalam putusan ini terdapat suatu keganjilan, yaitu menyangkut

27 Hal ini dapat dilihat dalam matriks putusan KPPU terhadap Fakta terkait adanya
kesamaan dokumen penawaran dan/atau kesamaan kesalahan pengetikan diatas. Tepatnya pada
Putusan No:28/KPPU-L/2008, Putusan No:43/KPPU-L/2008 dan Putusan No:23/KPPU-L/2009
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status dari PT Kaibon Rasirekayasa sebagai salah satu Calon Pemenang dalam
Tender tersebut.

Diketahui bahwa adanya indikasi persekongkolan mengenai kesamaan
harga satuan dan jumlah biaya serta fakta mengenai adanya kesamaan format
dokumen penawaran dan kesalahan penulisan juga melibatkan PT Kaibon
Rasikeyasa. Dimana PT Kaibon Rasikeyasa sebagai Calon Pemenang 1 dalam
Paket VIII memiliki kesamaan harga satuan dengan Terlapor VII dan Terlapor IX.
Sedangkan terkait fakta adanya kesamaan format dokumen penawaran dan
kesalahan penulisan, diketahui bahwa PT Kaibon Rasikeyasa juga memiliki
kesamaan dengan PT Laras Respati Utama yang merupakan Terlapor 1V.

Atas fakta tersebut sudah seharusnya jika PT Kaibon Rasirekayasa juga
ikut ditetapkan sebagai Terlapor oleh KPPU. Karena dalam hal ini, para Terlapor
dalam Perkara yang diduga melakukan praktik persekongkolan tender didasarkan
atas temuan fakta yang sebenarnya juga melibatkan PT Kaibon Rasirekayasa.
Oleh karenanya dapat dikatakan telah terdapat cukup bukti bahwa PT Kaibon
Rasirekayasa dalam hal ini juga diduga terlibat dalam praktik persekongkolan
horizontal.

c. Adanya kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot Terlapor | dan

Terlapor VII pada Paket | dan I1.

Adapun fakta lain yang mendasari adanya persekongkolan horizontal
dalam Tender menurut KPPU adalah adanya kesalahan penghitungan total biaya
Ratespot Media Pemasangan Koran dan Advetorial oleh Terlapor | dan Terlapor
VIl pada Paket | dan Il. Bahwa dalam hal ini KPPU menilai adanya kesengajaan
yang dilakukan oleh Terlapor | dan Terlapor VII dengan melakukan kesalahan
penghitungan biaya Rate Spot. Karena dengan kesalahan tersebut Terlapor |
menjadi Calon Pemenang pada Paket | dan Terlapor VII menjadi pemenang
pertama pada Paket I1.

Dalam wawancara, Investigator KPPU mengatakan bahwa hal ini
merupakan suatu bentuk kerjasama dengan sengaja melakukan kesalahan pada
masing-masing paket guna mengatur pemenang pada Paket | dan Paket II.
Menurutnya, bagaimana mungkin Terlapor | dapat melakukan kesalahan yang

sama persis dengan Terlapor VII pada penghitungan biaya Rate Spot Media
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Pemasangan Koran dan Advetorial pada Paket Il, sedangkan untuk pekerjaan
yang sama pada Paket I, Terlapor | tidak memiliki kesalahan sama sekali. Begitu
pula dengan yang dilakukan oleh Terlapor V11 pada kedua Paket tersebut.?'®

Hal ini memang dapat diduga sebagai tindakan yang disengaja oleh baik
kedua Terlapor untuk memberikan kesempatan memenangkan tender satu sama
lain, namun demikian hal ini tidak dapat dijadikan indikasi adanya
persekongkolan Tender horizontal apabila tidak didukung bukti lain yang telah
dipaparkan sebelumnya. Adapun pada putusan KPPU sebelumnya didapat adanya
1 (satu) putusan yang menilai bahwa kesengajaan melakukan kesalahan adalah
suatu upaya memenangkan peserta tertentu dan merupakan persekongkolan tender
horizontal, yaitu dalam Putusan Nomor:20/KPPU-L/2005

Atas pembuktian dari ketiga fakta tersebut menunjukkan bahwa memang
telah terjadi Persekongkolan Horizontal dalam Perkara ini. Namun, seperti
yang sudah disampaikan sebelumnya terdapat keganjilan mengenai kedudukan
dari PT Kaibon Rasirekayasa. Karena dalam hal ini pada PT Kaibon Rasirekayasa
juga didapati adanya fakta mengenai kesamaan format dokumen penawaran dan
kesalahan penulisan serta kesamaan harga satuan dan jumlah biaya dengan pihak

Terlapor.

2.2.Persekongkolan Vertikal

a. Adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan pada saat proses

klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

Dalam perkara tersebut ditemukan fakta bahwa telah terjadi perubahan
ruang lingkup pada setiap paket tender pekerjaan dalam pengadaan sarana dan
prasarana konversi energi ini. Bahwa perubahan tersebut meliputi penambahan,
pengurangan dan penyesuaian ruang lingkup pekerjaan terkait dengan revisi pagu
anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran untuk Pengadaan jasa konsultasi pada
program konversi ini. Selain itu alasan adanya perubahan ruang lingkup ini

menurut pihak panitia dikarenakan penambahan wilayah pekerjaan yang mana

218 Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis kepada Wahyu Bekti Anggoro,
Invesitgator KPPU di Kantor KPPU pada tanggal 12 Desember 2011.
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merupakan permintaan dari daerah yang belum mendapatkan jatah konversi dan
tuntutan atas percepatan selesainya kebijakan program konversi energi ini.

Bahwa kebijakan ini diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan
dilaksanakan oleh Panitia sesuai dengan kebijakan dari Kuasa Pengguna
Anggaran. Dengan mana hal ini sesuai dengan Nota Dinas Nomor
463A/DMO/2009 tertanggal 12 Mei 2009 perihal wilayah pelaksanaan konversi
minyak tanah ke LPG 2009. Bahwa atas dasar fakta ini KPPU menyatakan bahwa
perubahan ruang lingkup tersebut telah melanggar aturan Keppres No0.80 Tahun
2003, yaitu Pasal 19 ayat 5 karena merupakan tindakan yang tergolong
postbidding dan juga merupakan suatu indikasi adanya persekongkolan vertikal
antara panitia dan peserta tender.

Menurut Saksi Ahli dari LKPP perubahan ruang lingkup memang tidak
diperbolehkan apabila sudah memasuki proses tender/pengadaan. Dalam hal ini
memang perubahan ruang lingkup tersebut secara prosedural telah melanggar

ketentuan Pasal 19 ayat 5 Keppres No0.80 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa :

“Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan
penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah menambah dan

mengurangi kriteria dengan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan

apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding”.219

Namun dalam hal ini fakta tersebut tidak dapat dijadikan salah satu indikasi
adanya Persekongkolan Vertikal antara panitia dan peserta tender, karena
perubahan ruang lingkup yang dilakukan oleh Panitia adalah tindakan untuk
melaksanakan kebijakan daripada Kuasa Pengguna Anggaran yang didasari atas
adanya pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Ditjen Anggaran maka dapat
dipahami apabila terdapat penyesuaian pekerjaan pada anggaran yang baru karena
keterbatasan jumlah dana anggaran akibat revisi. Selain itu mengingat adanya
tuntutan dari daerah yang belum mendapatkan jatah konversi dan tuntutan
percepatan program konversi energi ini, maka sudah sewajarnya jika terjadi
perubahan ruang lingkup pekerjaan guna mempercepat tercapainya tujuan utama

dalam proses pengadaan tender ini, yaitu memberikan kegiatan pendampingan

9 presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Pedoman Pengadaan
Barang/jasa Pemerintah, Ibid., Pasal 19 ayat 5.
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dalam kebijakan konversi energi yang dilakukan oleh Pemerintah. Perubahan
ruang lingkup dalam pekerjaan tender itu sendiri tidak membawa implikasi
kepada persaingan diantara para Calon Pemenang Tender. Karena perubahan tidak
dilakukan oleh panitia untuk secara spesifik mengarahkan pihak tertentu untuk

menjadi pemenang.

b. Adanya tindakan Panitia Tender yang meminta dokumen tambahan
kepada seluruh calon pemenang setelah batas akhir pemasukan
dokumen
Dalam perkara KPPU menemukan fakta bahwa Panitia Tender meminta

dokumen tambahan kepada seluruh calon pemenang 1 setelah batas akhir
pemasukan dokumen. Dimana atas fakta ini Majelis Komisi memutuskan bahwa
fakta ini merupakan suatu tindakan Post Bidding yang mana melanggar ketentuan
Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Dalam hal ini majelis komisi menyatakan bahwa tindakan Panitia
meminta dokumen pendukung negosiasi teknis setelah batas akhir pemasukan
dokumen penawaran (pada saat klarifikasi dan negosiasi) kepada Calon Pemenang
1 di setiap Paket merupakan pelanggaran terhadap Keppres 80 Tahun 2003 dan
merupakan salah satu indikasi adanya persekongkolan Vertikal.

Dimana menurut KPPU panitia dan peserta tender telah melanggar
ketentuan dalam Lampiran | Keppres No. 80 Tahun 2003 BAB | Tentang
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Huruf C,Angka 3 Poin 2 yang
menyatakan bahwa :

“..Dalam Klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal

yang menurut Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan

(Procurement Unit) kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah

substansi penawaran. Demikian juga, calon penyedia barang dan jasa

tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah
penawarannya setelah penawaran dibuka (post bidding)”.?®

Atas dugaan ini, Panitia (Terlapor VI) membantah dengan mengatakan bahwa
sebenarnya dokumen yang dimintakan terhadap Calon Pemenang 1 tersebut bukan

220 presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah, Ibid., Lampiran hal 82
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merupakan dokumen yang dipersyaratkan di dalam RKS serta tidak dijadikan
bahan Penilaian dalam menentukan Calon Pemenang.

Dalam hal ini pembelaan dari Panitia (Terlapor VI) kurang tepat, karena
sebenarnya pada tahap klarifikasi dan negosiasi itu sendiri masih terdapat adanya
persaingan yang terjadi diantara Calon Pemenang 1 dengan Calon Pemenang 2
dan Calon Pemenang 3. Oleh karenanya, jika kemudian Panitia harus meminta
dokumen pendukung tersebut, sudah seharusnya dokumen-dokumen tersebut juga
dimintakan kepada Calon Pemenang 2 dan Calon Pemenang 3 dalam setiap paket.
Dengan mana masih terdapatnya persaingan antara Calon Pemenang Tender
tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Keppres No0.80 Tahun 2003. Diketahui
bahwa dalam Lampiran Keppres No0.80 Tahun 2003 tersebut, tepatnya pada
Lampiran BAB Il Huruf B Nomor 1 bagian p pada angka 1 huruf b mengenai
Klarifikasi dan Negosiasi mengatakan bahwa :

“klarifikasi dan/atau negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan
biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang
ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan
konsultan. "%

Sedangkan huruf f pada bagian yang sama mengatakan bahwa :

“Apabila Klarifikasi dan/atau negosiasi dengan konsultan peringkat
pertama tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pejabat / Panitia
Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melanjutkan

klarifikasi dan negosiasi kepada konsultan peringkat kedua, dan demikian

seterusnya dari konsultan yang lulus..” 2?2

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pada saat klarifikasi dan
negosiasi Calon Pemenang masih terdapat persaingan dimana masih terdapat
kemungkinan Calon Pemenang 2 dan Calon Pemenang 3 memenangkan tender
apabila Calon Pemenang 1 tidak mencapai hasil negosiasi. Atas pemikiran
tersebut tindakan Panitia untuk meminta dokumen pendukung kepada Calon
Pemenang 1 setiap Tender yang diikuti dengan penyerahan dokumen yang
dimintakannya oleh para Calon Pemenang 1 merupakan tindakan yang melanggar
Ketentuan Keppres No0.80 Tahun 2003 dan tidak sesuai dengan  Prinsip

221 |hid., hal 128.

222 1pid.
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Adil/Tidak Diskriminatif yang tercantum pada Pasal 3 Keputusan Presiden
tersebut karena tidak memberikan perlakuan yang sama bagi semua Calon
Pemenang pada setiap Paket Tender dan hal ini dapat dijadikan indikasi mengenai

adanya Persekongkolan Vertikal.

c. Fakta bahwa panitia tidak mengindahkan kesalahan penghitungan
total biaya Rate Spot Terlapor | dan Terlapor VII pada Paket | dan 11
dan membiarkan kesalahan Terlapor X dalam menyusun Metode
Pelaksanaan Paket IV
Dalam perkara ini disebutkan bahwa terdapat adanya kesalahan

Penghitungan total biaya Ratespot (biaya) Media Pemasangan Koran dan
Advetorial Terlapor | dan Terlapor VII dan adanya kesalahan Terlapor 1X dalam
menyusun metode Pelaksanaan Paket IV dalam Tender, dimana dalam metode
pelaksanaan tertera judul proposal Teknis Pekerjaan Pengawasan dan Verifikasi
pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah 11 namun materi
yang disusun didalamnya merupakan materi pekerjaan Pendataan Calon Penerima
Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Il yang mana merupakan pekerjaan pada
Paket X.

Namun atas kedua kesalahan tersebut Panitia tidak melakukan tindakan
apapun dan tetap meloloskan mereka sebagai Calon Pemenang Cadangan dan
Calon Pemenang 1 pada Paket tendernya masing-masing. Dimana terhadap
kesalahan biaya Ratespot Media Pemasangan Koran dan Advetorial, Panitia tetap
meloloskan Terlapor | dan VIl pada Paket | dan Il sebagai Calon Pemenang
Cadangan. Sedangkan terhadap ketidaksesuaian metode pelaksanaan dengan
materi Paket Tender yang dilakukan oleh Terlapor 1X pada Paket 1V, Panitia tetap
meloloskannya sebagai Calon Pemenang 1. Atas dasar ini KPPU menyatakan
bahwa tindakan tersebut merupakan bukti adanya persekongkolan vertikal dalam
menentukan dan mengatur pemenang pada masing-masing paket.

Bahwa dalam hal ini pendapat KPPU telah tepat karena, kedua kesalahan
tersebut merupakan bentuk kesalahan yang mencakup komponen utama penilaian
tender yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Pertama, bahwa kesalahan biaya
Ratespot (biaya) Media Pemasangan Koran dan Advetorial dalam Paket | dan II

adalah kesalahan yang sangat menentukan dalam Tender Paket tersebut, karena
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pada Paket I dan 1l memiliki cakupan pekerjaan mengenai Edukasi dan Sosialisasi
Program yang dilakukan melalui iklan dalam media cetak. Oleh karenanya
kesalahan terhadap penghitungan biaya pemasangan Koran dan advetorial
merupakan perihal yang penting dan dalam hal ini seharusnya kedua Terlapor
tersebut tidak diloloskan dalam Paket Tender tersebut.

Kedua, fakta bahwa Terlapor IX dalam penyusunan metode pelaksanaan
tidak sesuai dengan materi Paket Tender merupakan suatu kesalahan yang sangat
fatal karena menyangkut komponen yang sangat penting dalam Tender, yaitu
pelaksanaan pekerjaan dalam Tender tersebut. Oleh karenanya sudah seharusnya
Terlapor IX tidak diloloskan dalam Paket Tender 1V, akan tetapi Panitia dalam hal
ini tetap meloloskan Terlapor IX untuk menjadi Calon Pemenang 1 dalam Paket
tersebut. Kedua pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa memang adanya
kedua fakta diatas merupakan indikasi adanya suatu praktik Persekongkolan
Vertikal dalam Paket I, Il dan IV.

d. Fakta bahwa panitia tidak mengindahkan persesuaian format dan
kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen teknis para peserta
dalam Tender.

Bahwa dalam perkara tersebut juga ditemukan fakta bahwa Panita tidak
mengindahkan adanya kesamaan format dan kesalahan penulisan para Terlapor
sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya. Dalam hal ini KPPU
memandang bahwa panitia seharusnya mengindahkan kesamaan kesalahan
tersebut dan memperhatikan adanya persesuaian dokumen para peserta Terlapor.
Namun Panitia tidak melakukan hal apapun terkait fakta tersebut dan atas hal
tersebut KPPU menilai tindakan panitia sebagai indikasi adanya praktik
persekongkolan vertikal.

Dalam hal ini pendapat dan pertimbangan KPPU telah tepat, bahwa sudah
seharusnya Panitia melakukan tindakan terkait adanya persesuaian format
dokumen penawaran dan adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen
penawaran para peserta tender Terlapor, karena fakta-fakta tersebut
mengindikasikan adanya praktik persekongkolan horizontal. Bahwa terkait
dengan pandangan KPPU mengenai fakta bahwa Panitia tidak mengindahkan

kesamaan format dan kesamaan kesalahan penulisan dapat dilihat dalam beberapa
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putusan KPPU dalam perkara persekongkolan tender sebelumnya yang mencakup

mengenai fakta tersebut sebagai berikut.

Tabel 3.6. Putusan KPPU terhadap Fakta Terkait Adanya Tindakan
Panitia yang Tidak Mengindahkan Adanya Kesamaan Dokumen dan Kesalahan

Penulisan

1. Putusan
/2008

No:7/KPPU-

Bahwa tindakan Panitia yang tidak
mengindahkan kesamaan dokumen
penawaran dan kesalahan  pengetikan
dianggap sebagai persekongkolan vertikal
karena telah menjadikan persekongkolan

horizontal menjadi efektif/berhasil.

2. Putusan
L/2009

No:12/KPPU-

Bahwa tindakan panitia tidak mengindahkan
kesamaan kesalahan penulisan dijadikan salah
satu pertimbangan adanya persekongkolan
vertikal selain adanya diskriminasi yang
dilakukan oleh Panitia.

3. Putusan
L/2010

No:8/KPPU-

Tindakan Panitia mengabaikan adanya
kesamaan dokumen dan kesalahan penulisan
dinilai sebagai tindakan yang memfasilitasi
persekongkolan horizontal.

4, Putusan
L/2010

No:11/KPPU-

Tindakan Panitia mengabaikan kesamaan
kesalahan pengetikan, kesamaan harga, dan
alamat  merupakan  kesengajaan  untuk

memfasilitasi Terlapor menjadi pemenang.

5. Putusan
L/2010

No0:26/KPPU-

Tindakan Panitia mengabaikan adanya
kesamaan dokumen dan kesalahan penulisan

dinilai sebagai tindakan yang memfasilitasi

adanya kerjasama para peserta tender

(sumber: data diolah dari http://www.kppu.go.id/id/putusan)

Dapat dilihat bahwa putusan KPPU dalam perkara persekongkolan tender

yang mencakup fakta mengenai tindakan panitia yang tidak mengindahkan
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kesamaan dokumen dan kesalahan penulisan, menilai bahwa hal tersebut
merupakan salah satu indikasi adanya persekongkolan vertikal. Karena dalam hal
ini tindakan tersebut dinilai telah memberikan fasilitas kepada para peserta tender
yang diduga melakukan persekongkolan horizontal dan menjadikan
persekongkolan horizontal tersebut menjadi efektif/berhasil. Dalam hal ini fakta
bahwa Panitia tidak mengindahkan kesalahan merupakan suatu tindakan yang
dapat dinilai sebagai tindakan untuk memfasilitasi adanya persekongkolan
horizontal dan hal ini merupakan indikasi adanya suatu persekongkolan vertikal
dalam tender ini.

Atas persesuaian dengan lain yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka
dapat dikatakan bahwa pendapat dan pertimbangan KPPU dalam membuktikan
bahwa telah terjadi Persekongkolan Vertikal dalam Perkara ini telah tepat.
Namun dengan catatan bahwa, fakta mengenai ada perubahan ruang lingkup
pekerjaan bukan merupakan salah satu indikasi mengenai adanya Persekongkolan
Vertikal seperti yang sudah disampaikan sebelumnya.

Berdasarkan pembuktian terhadap Persekongkolan Horizontal dan Vertikal
yang dipaparkan tersebut. Maka dalam perkara pada Tender Sarana dan Prasarana
(Jasa Konsultasi) Konversi Energi di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
ini terbukti memang terdapat adanya persekongkolan secara horizontal dan
vertikal dan atas hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam hal ini telah

terpenuhi.
3. Unsur Pihak Lain

Merujuk pada pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam
Tender disebutkan bahwa “Pihak Lain” adalah :
“Pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam

proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha

sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan

tender tersebut”.?%

Melihat dari ketentuan mengenai unsur Pihak Lain dalam pedoman Pasal
22 tersebut, maka dalam putusan Nomor: 41/KPPU-L/2010 ini pihak yang dapat

dikualifikasikan sebagai pihak lain dilihat dalam perspektif persekongkolan

223 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Ibid., hal.6.
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vertikal dalam perkara tersebut adalah Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana
Konversi Energi Dirjen Migas TA 2009, yang merupakan pihak yang secara
vertikal terlibat sebagai pihak yang melakukan pengadaan jasa konsultasi dalam

tender ini.

Selain Panitia Pengadaan tersebut, para peserta tender yang menjadi
terlapor juga dapat dikualifikasikan sebagai pihak lain yang dilihat dari perspektif
persekongkolan horizontal yang terdapat dalam perkara ini. Merujuk dari fakta-
fakta hukum tersebut maka dalam hal ini Panitia Pengadaan dan Peserta tender
Terlapor tersebut telah memenuhi Unsur Pihak Lain seperti yang dimaksud

dalam Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender.
4. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

Berdasarkan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam
Tender, dirumuskan bahwa “mengatur dan menentukan pemenang tender”
adalah sebagai berikut :

“Mengatur dan menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para

pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang

bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya

dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara
yang berbeda.”??

Dalam hal ini fakta mengenai adanya persekongkolan horizontal dan
vertikal yang melibatkan para Calon Pemenang Tender dan Panitia dalam Tender
tersebut menunjukan bahwa persekongkolan tersebut telah mengakibatkan Para
Terlapor menjadi Pemenang Tender pada setiap Paket dalam Tender tersebut.
Oleh sebab itu Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

telah Terpenuhi.

5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,

“Persaingan Usaha Tidak Sehat” dirumuskan sebagai berikut ini:

224 1pid.
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“Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan usaha antar pelaku
usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang
dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum
atau menghambat persaingan usaha.”??

Dalam hal ini, adanya persekongkolan horizontal dengan melihat pada
fakta-fakta yang menunjukkan indikasi adanya persaingan semu dan
persekongkolan vertikal dengan melihat pada fakta bahwa panitia telah
memfasilitasi persekongkolan horizontal tersebut, merupakan tindakan anti-
persaingan dari para Terlapor yang menghambat dan/atau mengurangi kualitas
persaingan dalam tender sarana dan prasarana konversi energi ini. Oleh sebab itu

unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat terpenuhi.

Sehubungan dengan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, maka dalam perkara Tender Pengadaan
Sarana dan Prasarana Konversi Energi Minyak Tanah ke ELPIJI di Lingkungan
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral Tahun Anggaran 2009, dalam hal ini dapat dikatakan telah terjadi
praktik persekongkolan tender seperti yang dirumuskan dalam Pasal 22
tersebut.

Berdasarkan analisa diatas, maka pembuktian KPPU yang memutus dalam
perkara ini terbukti terdapat persekongkolan tender yang melanggar ketentuan
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun telah sesuai. Meskipun demikian
terdapat dua fakta mengenai pembuktian yang dirasa belum tepat yaitu mengenai
status dari PT Kaibon Rasirekaya yang seharusnya menjadi Terlapor dan
mengenai pembuktian atas fakta adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan yang
dijadikan pertimbangan atas adanya persekongkolan secara vertikal.

?2% Indonesia, Ibid., UU No.5 Tahun 1999, Pasal 1 angka 6.
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BAB 4

PENUTUP

4.1.Kesimpulan

1. Praktik persekongkolan dalam tender dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu pengaturan terhadap praktik
Persekongkolan Tender juga terdapat pada Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun
2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender.
Persekongkolan tender dilarang karena dapat menimbulkan persaingan usaha
tidak sehat dan bahkan meniadakan persaingan dalam proses pengadaan barang
dan jasa, sehingga bertentangan dengan tujuan dari pelaksanaan tender itu
sendiri yaitu memberi kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat

ikut memberikan penawaran harga dan kualitas yang bersaing.

2. Pembuktian KPPU dalam perkara No0.41/KPPU-L/2010 telah sesuai dalam
memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 mengenai
persekongkolan dalam tender. Meskipun dalam putusan tersebut terdapat
pertimbangan dari KPPU yang dirasa kurang tepat. Pertama, mengenai status
dari PT Kaibon Rasirekayasa yang tidak dijadikan Terlapor, padahal dalam hal
ini turut terlibat dalam dugaan Persekongkolan Tender Horizontal yang
mencakup kesamaan format dokumen penawaran dan kesalahan penulisan serta
kesamaan harga satuan. Kedua, perubahan ruang lingkup pekerjaan pada saat
klarifikasi dan negosiasi yang dijadikan indikasi adanya persekongkolan
vertikal adalah kurang tepat, karena tidak ber-implikasi pada persaingan yang
terjadi dalam tender pengadaan dan pada dasarnya perubahan ruang lingkup
dalam paket tender tersebut dilakukan akibat adanya revisi anggaran oleh
Dirjen Anggaran dan tuntutan dari daerah yang belum mendapatkan jatah

konversi energi.

Universitas Indonesia

Tinjauan terhadap ..., Budi Widuro, FH Ul, 2012



93

4.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut ini adalah saran-saran yang ingin

disampaikan terkait dengan adanya perkara ini :

1. Kepada Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang
Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat melakukan suatu pengawasan yang
ketat terhadap pelaksanaan tender proyek pemerintah yang dibebankan pada
APBN. Sehingga mempersempit kemungkinan dilakukannya praktik
persekongkolan tender yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang dan jasa
pemerintah. Selain itu diharapkan juga kepada pejabat pemerintah yang
menjadi atasan langsung dari panitia pengadaan yang melakukan
persekongkolan tender untuk memberikan sanksi administratif yang berat
kepada panitia pengadaan yang tidak menegakkan prinsip persaingan sehat.
Sedangkan untuk pembentuk Undang-Undang diharapkan untuk memberikan
perbaikan dalam ketentuan Undang-Undang Hukum Persaingan Usaha,
khususnya mengenai kewenangan KPPU untuk melakukan penggeledahan dan
penyadapan guna mendapatkan bukti langsung (direct evidence) dalam suatu
perkara persaingan usaha tidak sehat.

2. Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Bahwa diharapkan kepada KPPU untuk dapat meningkatkan kualitas putusan
dalam menangani perkara persekongkolan tender, baik dari segi pembuktian
maupun penjatuhan sanksi administratif. Sehingga kedepan diharapkan
putusan-putusan KPPU dapat berimplikasi kepada perubahan perilaku daripada
pihak yang diatur dalam persekongkolan tender (panitia pengadaan dan peserta
tender) dengan harapan membawa perubahan positif terhadap iklim persaingan
usaha dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

3. Kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha Secara Khusus
Diharapkan kepada Masyarakat dan para pelaku usaha agar menjunjung tinggi
persaingan sehat sehingga dapat menjaga iklim persaingan yang positif dan
kompetitif. Khususnya kepada para pelaku usaha yang mengikuti kegiatan
tender sudah seharusnya tidak melakukan praktik anti-persaingan, guna
memberikan kesempatan yang sama terhadap pelaku usaha lain yang mengikuti

proses tender pengadaan.
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